BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 4{) TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

a. bahwa Kabupaten Donggala secara geografis, klimatologis,

hidrologis, dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan
daerah rawan bencana baik vang disebabkan oleh alam
maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan
korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan
kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;

. bahwa Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan
tanggung jawab pemerintah daerah yang pengaturannyva
diserahkan kepada desa/kelurahan dan menjadi
tanggungiawab Pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan
secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel;

. bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
menvatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan
untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan
ancaman bencana serta Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana, perlu
melaksanakan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana di Kabupaten Donggala;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana,

, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587] sebagaimana diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Desa Tangguh Bencana;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa [(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 tahun
2011 tentang Penanggulangan Bencana [(Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN

DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut dengan nama lain,
selanjutnya discbut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggarasn urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Relurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah
kecamatan vang berada dalam sebuah kota. Kelurahan setara dengan
desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten,
tetapi kelurahan hanva memiliki kewenangan vang terbatas dan tidak
memiliki otonomt luas seperti yang dimiliki sebuah desa.

- Masyarakat atau komunitas adalah kelompok orang yang hidup dan

saling berinteraksi di daerah tertentu, vang dapat memiliki ikatan hukum
dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan
tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnva, tinggal di
lingkungan yvang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa,
atau sama-sama telah terkena bencana, yang pada akhirnya mempunyai
kelchawatiran dan harapan vang sama tentang risiko bencana.

Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa vang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten /kota dan
digunakan untuk mendanai penvelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdavaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan vang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi
khusus.

. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan



pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat desa.

B. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan vang memiliki
kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman
bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana vang
merugikan.

9. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan adalah wadah vang
menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di
tingkat desa/kelurahan wyang berkemauan untuk mendukung upaya-
upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Forum ini
menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama
berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan keglatan-kegiatan
pengurangan risiko bencana melalui proses konsultatif dan partisipatif,

10. Kelompok Masyvarakat Penanggulangan Bencana Berbasis Masvarakat vang
selanjutnya disingkat KMPB adalah kelompok di tingkat desa/kelurahan
yvang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko
bencana.

11.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yvang mengancam dan
mengganggl kehidupan dan penghidupan masyvarakat yvang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

12. Bencana alam adalah bencana vang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa vang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor,

13. Bencana non alam adalah bencana vang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yvang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upava vang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berigsiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

15.Pencegahan bencana adalah serangkalan kegiatan yang dilakukan sebagai
upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

16.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan vang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah
vang tepat guna dan berdaya guna.

17.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masvarakat tentang kemungkinan terjadinva
bencana pada suatu tempat oleh lembaga vang berwenang,

18. Mitigasi adalah serangkaian upava untuk mengurangi risiko bencana, baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.

19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan vang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak



buruk vang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penvelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.

20.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannva
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masvarakat pada
wilavah pascabencana.

21.Eekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilavah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perekonomian, sosial dan budava, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana,

22 Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa vang bisa
menimbulkan bencana.

23. Kemampuan/kapasitas adalah sumber dava, pengetahuan, keterampilan,
dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat vang
memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri,
mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan
cepat memulihkan diri dari bencana.

24 Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum,
ekonomi, politik, budava dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah
untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masvarakat
tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi
dampak ancaman atau bahaya tertentu.

25.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi
masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan
memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

26. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah
sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan
mengurangt risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi
kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani
bahaya-bahaya lngkungan maupun bahaya-bahaya lainnya vang
menimbulkan kerentanan.

27 Pengurangan Risiko Bencana DBerbasis Masyarakat adalah proses
pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang
berisike dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan
mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan
meningkatkan kemampuannya.

28 Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian dan

potensi dampak yang dapat ditimbulkan suatu ancaman terhadap suatu
wilayah dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.



29_Rencana Aksi Komunitas adalah rencana tindak yang disusun komunitas
sebagal bagian dari upaya pengurangan risiko bencana untuk meredam
ancaman, mengurangl kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Rencana
tindak merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana.

30.Rencana Kontinjensi Desa adalah dokumen perencanaan tingkat desa yang
didasarkan pada keadaan darurat yvang diperkirakan akan segera terjadi
atau dapat terjadi. Rencana kontijensi mungkin tidak diaktifkan jika
keadaan vang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk
mengurangl korban dan kerugian apabila keadaan darurat vang
dimaksudkan terjadi.

31.Rencana Penanggulangan Bencana Desa yvang selanjutnva disebut RPB
Dezsa adalah dokumen resmi yang memuat data dan micrmasi tentang
risiko bencana vang ada pada suatu desa dalam waktu tertentu dan
rencana pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait
setempat untuk mengurang risike bencana tersebut melalui program-
program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB desa
mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis-
administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap
bencana, kapasitas tanggap vang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang
efektif.

32.Risiko bencana adalah potensi kerugian vang ditimbulkan oleh bencana
pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, vang dapat berupa
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,
kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat,

33. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak,
ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

34 Penyandang Disabilitas adalah orang yvang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

35. Inklusi/Inklusi Seosial adalah tindakan atau proses mengupayvakan sebuah
kondisi vang mana setiap individu atau kelompok masyarakat dapat
mengambil peran sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas,
memperluas kesempatan dan menjamin martabat masyarakat, utamanya
masyarakat vang terpinggirkan dikarenakan identitas individu mereka.

36.Kearifan lokal dalam penanggulangan bencana adalah pengetahuan lokal
vang ada pada masyvarakat vang merupakan budava dari masyarakat vang
diwariskan turun temurun yang bermanfaat bagi pengurangan risiko
bencana.

37 MNgapaku Narisi Ante Bala® adalah rangkaian kata-kata dalam bahasa lokal
([suku Kaili) vang mempunyal arti desa tangguh bencana.

38 Daerah adalah Kabupaten Donggala.

39. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesin yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik



Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

40. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah

41.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Donggala.

42. Bupati adalah Bupati Donggala,

43.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Donggala.

44, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

45.Badan Penanggulangan Bencana Daerah vang selanjutnya disingkat BFED
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

(1} Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman dalam pengembangan
Desa/Kelurahan tangguh bencana atau disebut juga dengan slogan
“Ngapaku Narisi Ante Bala' " di Daerah.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan
sebagai acuan dalam memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko
bencana ke dalam program-program lain di tingkat desa/kelurahan,
termasuk di tingkat keluarga dan sekolah vang dilakukan cleh pemerintah
maupun mitra non pemerintah.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi

Penilaian Ketangguhan Bencana Desa [ Kelurahan;

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
Peran Lembaga dan Organizsasi Kemasyarakatan;

Pendanaan; dan

Pembinaan dan Pemantauan.

me a0 TR

BAB 111
PENILATAN KETANGGUHAN BENCANA DESA/KELURAHAN
Pasal 4

(1) Penilaian ketangguhan bencana tingkat desa/kelurahan merupakan
perangkat alat hitung ketangguhan bencana desa/kelurahan melalui
indikator-indikater dan komponen yvang telah disusun berdasarkan Standar
Nasional Indonesia.



(2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai 5 (lima)
komponen yang terdin dari :
a. kualitas dan akses layanan dasar,

. dasar sistem penanggulangan bencana,

pengelolaan risiko bencana;

. kesiapsiagaan darurat; dan

kesiapsiagaan pemulihan.

-

(3) Panduan terhadap Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan
sebapgaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2] tercantum dalam
lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
imi.

BAB IV
PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Bagian Kesatu
Komponen
Pasal 5

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen sebagai
berikut:

. Legislasi;

Ferencanaarn;

Kelembagaan;

Pendanaan;

Pengembangan kapasitas; dan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ce AN g R

Pasal 6

{1} Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berkaitan dengan
Penyusunan Peraturan Desa/Kelurahan yang mengatur pengurangan risiko
bencana dan penanggulangan bencana di tingkat Desa/Kelurahan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdin atas :
a, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan;
b. Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan
c. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang menjadi bagian
terpadu dari pembangunan.

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, yakni
pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang
terdiri dari:

a. unsur pemerintah dan masyarakat;

b. kelompok masvarakat penanggulangan bencana di desa/kelurahan,
dan;

c. Pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan
dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Donggala, Angparan Pendapatan dan Belanja Desa/ADD, dana mandir



masyarakat dan sektor swasta atau sumber dana lain yang sah dan tidak
mengikat.

(5] Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e,
melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada
masyarakat, khususnya kelompok masyarakat penanggulangan bencana
dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan
berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

(6) Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf {, terdiri atas :

a.

b.
i,
d

kepiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik;

sistern peringatan dini;

kesiapsiagaan untuk tangggap darurat; dan

. segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan
program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-

atrulctural.

Bagian Ketiga
Kriteria
Pasal 7

i1) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria sebagai
bernkut:
a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama,
b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya;dan
¢. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama.

[2) Kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat
pencapaian indikator, meliputi:

(1), merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan tingkat

a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama atau tingkat tertinggi vang
dicirikan dengan:

1.

adanya kebijakan pengurangan risiko bencana yang telah dilegalkan

dalam bentuk peraturan desa atau perangkat hukum setingkat di
kelurahan;

. adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana vang telah

dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan dirinei ke dalam Rencana Kerja Pemermmtah Desa;

adanva forum PRB vang beranggotakan wakil-wakil masvarakat,
termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil
pemerintah desa,/ kelurahan, vang berfungsi dengan aktif;

. adanya Kelompok Masyvarakat Peduli Bencana Desa/Kelurahan yang

secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas,
pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan
masyarakat pada umumnya;

adanva upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko,
manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-
kegiatan ekonomi  produktif alternatif untuk mengurang
kerentanan,dan



6. adanya upayva-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya atau tingkat menengah vang
dicirikan dengan:

1. adanyva kebijakan PRB yang tenpgah dikembangkan di tingkat desa
atau kelurahan;

2. adanya dokumen perencanaan PB vang telah tersusun tetapi belum
terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa atau kelurahan;

3. adanya forum PRB vang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat,
termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum
berfungsi penuh dan aktif;

4. adanva Kelompok Masvarakat Peduli Bencana Desa/Kelurahan yang
terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan
pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada
umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;

5. adanya upava-upava untuk mengadakan pengkajian risiko,
manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-
kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan,
tetapi belum terlalu teruji; dan

6. adanya upaya-upava untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan
serta tanggap bencana vang belum teruji dan sistematis.

¢. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama atau tingkat awal yvang

dicirikan dengan:

1. adanya upayva-upava awal untuk menvusun kebijakan pengurangan
risiko bencana di tingkat desa atau kelurahan;

2. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan
penanggulangan bencana;

3. adanva wupaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang
beranggotakan wakil-wakil dar masyarakat,

4. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Kelompok Masyarakat
Peduli Bencana Desa/Kelurahan;

5. adanya upaya-upaya awal mengadakan pengkajian risiko, manajemen
risiko dan pengurangan kerentanan, dan

6. adanva upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan serta tanggap bencana,

(3) kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala’ "
ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

Pasal 8

{1) Dalam melaksanakan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
“Ngapaku Narisi Ante Bala' " berdasarkan pada Pedoman Pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam sistematika

sebagai berikut :

a. BAB | FENDAHULUAN,

b. BAB 11 KEBLJAKAN, PRINSIP DAN STRATEGI;

c. BAB Il KEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN DESA BENCANA: dan

d. BAB IV INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA *NGAPAKU
NARISI ANTE BALA" *,

sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyvarakat dari
ancaman dan dampak bencana, melalui:

.

b.

pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risike bencana
di wilayahnya;

pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan  dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok
rentan bencana; dan

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui BPBD dan dukung eoleh OPD terkait lainnya

memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala® " meliputi:

1

b.

berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi pengembangan
desa/kelurahan tangguh bencana;

memberikan dukungan sumber daya untuk pengembangan desa/kelurahan
tangguh bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala'" "

pemaduan atau pengintegrasian desa/kelurahan tangguh bencana dengan
program pembangunan jangka panjang daerah, program pembangunan
jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Donggala
dan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan;
pengalokasian dana pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah; dan



e. pelaporan pertanggungjawaban dana pengembangan desa/kelurahan
tangguh bencana kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui
media cetak dan elektronik.

Pagal 11

Wewenang Pemerintah Daerah melalui BPBD dalam penyelenggaraan

pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante

Bala' " meliputi:

a. memadukan perencanaan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana ke dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan pengembangan Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik
wilayah serta selaras dengan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

c. menentukan status dan tingkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan;

d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna

mendukung penyelenggaraan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana,

Pasal 12

Dalam hal BFBD belum dapat melaksanakan tanggungjawab dan wewenang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, BPBD dapat meminta
bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Lembaga Non Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa/Kelurahan
Pasal 13

Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab dalam pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala’ ”. meliputi:

a. melaporkan kegiatan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana
kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa vang tertuang
dalam laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan:

b. Melaporkan kegiatan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana

kepada bupati tertuang dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa /kelurahan.



Pasal 14

Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki kewenangan dalam pengembangan
Desa /Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala’ " meliputi:

a. Pengurangan Fesiko Bencana berskala desa/Kelurahan; dan
b. Penanggulangan Bencana berskala Desa/Kelurahan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan kewenangan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala' " sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 meliputi;

menetapkan Peraturan Desa tentang Desa Tangguh Bencana;

menetapkan perencanaan pengembangan Desa Tangguh Bencana;

membentuk Forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan;
menetapan mekanisme Pendanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas; dan

menvelenggaraan penanggulangan bencana berskala desa/kelurahan.

M on o

(2] Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
bersama Badan Pemusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

(3} Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam berita acara;

(4} Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3] menjadi dasar
penyusunan rancangan peraturan desa/kelurahan tentang desa/kelurahan
tangguh bencana;

(5] Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4] disusun
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN LEMBAGA DAN ORGANISAS] KEMASYARAKATAN
Pasal 16

{1} Lembaga dan Organisasi Kemasvarakatan memiliki kesempatan untuk
menyelenggarakan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana baik
secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

(2] Lembaga sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat terdiri dari
a. Lembaga Nasional;

b. Lembaga Internasional;

¢. Lembaga Asing Non Pemerintah;
d. Lembaga Swadaya Masyarakat;

¢. Lembaga Pendidikan; dan/atau

f. Perguruan Tinggi:

Pasal 17

(1)peran lembaga dan organisasi kemasvarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 menvesuaikan kegiatannya dengan kebijakan



penyelenggaraan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di
Daerah;

(2) dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
lembaga dan organisasi kemasyarakatan berkewajiban mengindahkan
prinsip  kemanusiaan dalam  melaksanakan fungsi ekonominya,
menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah dan/fatau BPBD serta
menginformasikannya kepada publik secara transparan.

Pasal 18

Lembaga dan organisasi kemasyarakatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
16 avat (1) dan ayat (2) berkewajiban untuk:

a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah;

b. melaporkan kepada pemerintah daerah mengenai program pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilakukan;

c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

BAB VII
FENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana dapat bersumber dan :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau

d. Sumber dana lain vang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 20

(1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Pemantauan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh BPED;

{3} Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2]
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI DONGGALA,
ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd
RUSTAM EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020 NOMOR 714
Salinan sesuai dengan aslinya :

REPALA BAGIAN HURKUM
AH KABUPATEN DONGGALA,

\"--? NEE ; [fl.]
“Nip. 19710806 200212 1 005



ajengauliarahmasari@gmail.com
Draft

ajengauliarahmasari@gmail.com
Draft


LAMPIEAN 1

FPERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 40 wAwe 2000

TENTANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

PANDUAN PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA
DESA/KELURAHAN

CARA MENGGUNAKAN PANDUAN INI

Panduan ini digunakan wuntuk “Menilai Ketangguhan  Bencana
Desa/Kelurahan” berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8357 :
2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan penerapan SNI
Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana, diharapkan upayva-upaya pengelolaan
risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan
risiko hencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan
masyarakat desa/kelurahan dengan pelibatan langsung masvarakat termasuk
didalamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya.

Panduan diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam menilai upava
pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk di dalamnya
adaptasi techadap fenomena perubahan iklim, di tingkat desa/kelurahan.

Panduan ini menilai 5 komponen, terdind dan komponen (1); kualitas dan akses
lavanan dasar, serta komponen (2]: dasar sistem penanggulangan bencana.
Kedua komponen tersebut merupakan indikator dasar/pondasi, seperti
termaktub dalam 8SNI, untuk memastikan usaha-usaha penguatan
ketangguhan dapat berjalan dengan baik.

Komponen berikutnya, komponen (3): pengelolaan risiko bencana; komponen
(4): kesiapsiagaan darurat, dan komponen (5); kesiapsiagaan pemulihan. Ketiga
komponen ini merupakan representasi proses untuk mewujudkan indikator
hasil dalam SNI. Oleh karenanya, komponen 1 dan 2 menjadi dasar bahwa
komponen berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Dalam setiap komponen terdapat indikator-indikator vang digunakan untuk
menilai ketangguhan, sekaligus mengarahkan kita dalam meningkatkan
ketangguhan. Setiap indikator terdapat 4 tingkatan nilai. Setiap tingkatan nilai
punya kecenderungan masing-masing. Nilai pertama menunjukkan
keberadaan dasar, nilai ke dua tentang keberfungsian, nilai ke tiga tentang
proses evaluasi dan refleksi, nilai ke empat tentang diseminasi dan advokasi.
Oleh karenanya, kita perlu memahami penilaian ini sebagai sebuah proses
penilaian mandiri/diri sendiri bagi parapihak; terutama warga dan perangkat
desa /kelurahan tersebut.



GAMEBARAN UMUM PENILAIAN

% Terdapat 5 Komponen dan 26 Indikator dalam penilaian ketahanan
desa/kelurahan:
Komponen 1: Kualitas dan Akses Lavanan Dasar, terdini dar 9 indikator
Komponen 2: Dasar Sistem Penanggulangan Bencana; terdiri dari 7indikator
Komponen 3: Pengelolaan Risiko Bencana; terdini dari 2 indikator
Komponen 4 Kesiapsiagaan Darurat; terdiri dari 6 indikator
Komponen 5 Kesiapsiagaan Pemulihan; terdini dan 2 indikator

% Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Form
Penilaian / Kuesioner.

< Pertanyvaan-pertanyaan tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi tiap-
tiap indikator,

< Nilai nap-tiap indikator diperoleh berdasarkan 4 pertanyaan (dengan
seluruh pengembangannya) yvang harus dijawab secara terstruktur.

+ Jawaban dari pertanvaan pada tiap-tiap indikator, WAJIB dilengkapi dengan
Bahan Bantu Penilaian.

% Hubungan antara Struktur Pertanyaan dengan Struktur Penilaian tiap-tiap
indikator adalah sebagai berikut:

Struktur Fungsi
No Perta Pertanys: Struktur Penilaian
1. | Pertanyaan Mengidentifikasi s Bila jawaban TIDAK', maka:

Pemlm:Ji:e:;gmm; wﬂ. -inisiatif * desafkelurahan tersebut
Begala dlterng yang dilaksanakan baru berada pada LEVEL 1;
pengembangannya) | olch desa [/ _ :
kelurahan untuk ¢ lanjutan menjawab
| tiap-tiap indikator PERTANYAAN PEET:"I.Mﬁ.
pada INDIKATOR selanjutnya

» Bila jawaban “YA', maka:

, * daerah telah mencapai I
' LEVEL 2;

| * lanjutkan menjawab
| pertanvaan ke-2

2. Pcﬁﬂﬁj'ﬂﬁi_ﬁedu& ‘ Ml:ngidrnti.ﬁkziﬁ_ « Hila jawaban “TIDAK®, maka:
(dengan segala haxil/capaian * desa/kelurahan tersebut
alternatifl vang diharapkan baru berada pada LEVEL 2;
pengembangannya) | pada tap-tiap . R : :
indikator * lanjutkan menjawah
| PERTANYAAN PERTAMA
pada INDIKATOR selanjutnya

= Hila jawabannya YA', Maka:

* [Dacrah telah mencapai
LEVEL 3

* Lanjutkan menjawabh

) pertanvaan ke-3

3. | Pertanvaan Ketiga | Mengidentifikasi + Bila _'iﬂ“.’ﬂtﬂ-ln "TIDAK’, maka:
[dengan segala diperolehnva
Eitersatir ! dasi * desa/kelurahan tersebut

baru berada pada LEVEL 3;
pengembangannvea) | capaian « Tanjutkan mr.I:'Ljﬂwab

PERTANYAAN PERTAMA
pada INDIKATOR
selanjutnya

| Bila jawabannya YA'. Maka:




&

e

® Daerah telah mencapai
LEVEL 4

* Lanjutkan menjawab
perianvaan ke-4

4. | Pertanyaan Mengidentifikasi + Rila jawaban TIDAK', maka: I
Keempat (dengan. | telah terjadinya * desa/kelurahan tersebut
sepela altcrnatl | perubalkem . baru berada pada LEVEL 4;
pengembangannyva | signifikan darn i

capaian yang # lanjutkan menjawah

PERETANYAAN PERTAMA
pada INDIEATOR
selanjutnya
| » Bila jawabannya YA' Maka:
* Daerah telah mencapai
LEVEL 5
# Lanjutkan menjawab
pertanvaan pada INDIEATOR
selanjutnya

berfungsi

Penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan diperoleh dari gabungan
nilai seluruh indikator,

Gabungan nilai berdasarkan bobot tiap-tiap komponen memberikan LEVEL
KETANGGUHAN BENCANA DESA/KELURAHAN, dengan kriteria sebagai
berikut;

o Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama: >50

o DesafKelurahan Tangguh Bencana Madya: 35-50

o Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama; <35

PROSES PENILAIAN

Penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan dapat dilaksanakan secara
mandiri.

Dibutuhkan seorang pemandu untuk membacakan keterangan dan
pertanyaan-pertanyvaan serta menghimpun jawaban beserta bukt
pendukung.

Penilaian dilaksanakan oleh sebuah kelompok yang minimal terdiri dari:

*= Kepala Desa/Lurah

* Sekretaris Desa/Kelurahan

* Tokoh desa/kelurahan

* Perangkat desa/kelurahan

* Wakil masvarakat disabilitas

* Wakil masyarakat umum dengan memperhatikan keterwakilan gender.
Nilai tiap-tiap indikator diperoleh dari jawaban yang disepakati oleh seluruh
anggota kelompok diskusi desa/kelurahan.

Untuk menjawab, setiap indikator diberikan keterangan pengantar dan
penjelasan kata-kata vang mungkin jarang digunakan sehari-hari.

Hasil jawaban pada kelompok pertanyaan di tiap-tiap indikator dilengkapi
dengan bahan bantu penilaian sebagai verifikasi untuk membantu
membuktikan bahwa jawaban pertanvaan tersebut telah terpenuhi.
Jawaban yang telah terbukti, dimasukkan ke dalam Perangkat Analisa
Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan.



—————————— - — -

= Untuk jawaban YA', diisi dengan angka 1
» Untuk jawaban TIDAK' diisi dengan angka 0

& Perangkat Analisa Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan akan
otomatis memberikan nilai akhir, setelah seluruh indikator di jawab, dan
mengeluarkan Tingkat Ketangguhan Bencana Desa /Kelurahan,

TINDAK LANJUT PENILAIAN

# Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan ditujukan untuk

mengetahui posisi ketangguhan desa saat ini, untuk kemudian merancang

aksi-aksi vang dibutuhkan untuk meningkatkan ketangguhan

desa [ kelurahan.

Terdapat 2 jenis rancangan aksi, yaitu aksi prioritas dan aksi non prioritas.

Aksi prioritas adalah aksi yang perlu dilaksanakan dengan sumber daya

vang tersedia di desa/kelurahan saat ini, dalam periode waktu vang

ditetapkan bersama.

% Aksi non prioritas dapat tidak dilaksanakan, sebelum aksi prioritas
dilaksanakan bila sumber daya desa/kelurahan terbatas.

4 Periode perencanaan aksi adalah 3-5 tahun, tergantung kesepakatan
kelompok diskusi.

& Ketentuan untuk merancang aksi-aksi peningkatan ketangguhan
desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

O AKSI PRIORITAS:
= Komponen 1:
e Untuk seluruh indikator:
Aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi pada
FERTANYAAN 4.
= Komponen 2-5:
s Untuk seluruh indikator yang masih berada di bawah Level 3
(PERTANYAAN PERTAMA ATAU KEDUA dijawab ‘TIDAKY;
maka aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi
vang dibutuhkan agar desa/kelurahan dapat mencapai LEVEL 3
(PERTANYAAN KEDUA dapat dijawab YA,

© AKSI NON PRIORITAS
*  Komponen 2-5:
» Untuk seluruh indikator yang telah berada pada Level 3
(PERTANYAAN PERTAMA dan KEDUA dijawab YA;
maka aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi
yang dibutuhkan agar desa/kelurahan dapat mencapai satu level
lebih tinggi (PERTANYAAN SELANJUTNYA dapat dijawab YA,

-



PERANGKAT
PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA
DESA/KELURAHAN

Tanggal Pengisian : ..../...../.....



PROFIL DESA

Administrasi

Provinsi e | €+ [ - { o= |
Kabupaten S (Kode BPS ]
Kecamatan e e [Kode BPS: -
Desa /Kelurahan { e e (Kode BPS:  —weme-- )
Status Pemerintahan : DesafKelurahan *

Namwa Kepala Désa/Lluelk §|@| —mMm—— e e
Kependudukan

Jumlah Penduduk I 0 |

Laki-laki P = Jiwa

Perempuan T e RS Jiwa

Balita (0-= 5 th] i e R,

Anak-anak [5-<16 th) T mmmmeseseeeeeae Jiwa

Usia Produktif (16-58 th) : e Jiwa

Lansia (=58 th) ¥ eeprr— R

Ibu Hamil St Jiwa

Disahilitas t mmeeeeeeeee Jiwa

Kondisi Geografis

Nama sungai yang melintasi desa/kelurahan
Wilayah desa/kelurahan berbatasan laut
Keberadaan tanaman mangrove

Keberadaan hutan

Fungsi hutan

Risiko Benoana

i e e e e
e
. o R T E T N UL L RN =

Lingkari jawaban yang sesuai

ADASTIDAK *
ADATIDAK *
ADA/TIDAK *
Konservasi/Lindung/Produksi *

** sesual dengan kajian risiko bencana atau InaRisk



KOMPONEN 1
KUALITAS DAN AKSES LAYANAN DASAR

TERSEDIANYA  FASILITAS PENDIDIKAN FORMAL

MAUPUN NON FORMAL DENGAN KUALITAS YANG BAIK
DAN MUDAH DICAPAI OLEH MASYARAKAT

Salah satu faktor keberhasilan penanggulangan bencana
adalah kapasitas sumber dava manusia (SDM). Untuk
mewujudkannya dibutuhkan fasilitas pendidikan formal
/mon-formal vang berkualitas diakses oleh masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Jumlah dan perbandingan antara warga dengan keberadaan sekolah,
madrasah, sanggar, tempat pelatihan lainnya.

Jawaban Bulkti

Pertanyasn (¥a, Tidak) | Verifikasi

1.1 | Apakah di desaf/kelurahan terdapat fasilitas
pendidikan En_rmal_ -:Ia_n,fatau non-formal?

1.2 | Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mudah dicapai

oleh masyarakat? |

1.3 | Apakah fasilitas-fasiitas {ersebut mempunyaji
_Iﬂmlitas yang baik?

2 | Apakah di desa/kelurahan terdapat program
peningkatan jumlah/fungsi fasilitas pendidikan
formal dan/atau non formal untuk membangun
ketangguhan terhadap bencana?

3 | Apakah desa/kelurahan terlibat dalam melakukan |
evaluasi program peningkatan fasilitas pendidikan
formal dan/atau non-formal?

4 | Apakah desa/kelurahan turul berpartisipasi aktil |
[mengusulkan, advokasi dan  lainnyal dalam

peningkatan jumlah dan kualitas lavanan fasilitas

pendidikan bekerjasama dengan pemerintah daerah

ataupun pemerintah pusat?

ISTILAH PENTING

FENDDIKAN FORMAL: Jalir pendidikan yang terstruktur dan berjenjong yang terdid atas
Pendidikan  Dasar, Pendidikan Menengah, duan Pendidikan Tinggl (UL 20/ 2003-Sistem
Pendidikern Noassoral],

FENDIDIKAN NON FORMAL:  Jalur pendidikan &f luar pendidikan  formal gang daopat
dilaksanakan secarn terstruktur dan berfesjang (UL 20/ 2003-Sistem Pendidikan Nastonal),

FASILITAS PENDIDIKAN:  Segale sarana/prosarana wtama fruangan, peralatar, dll] g
mempengaruhi keberlangsungan proses pendidikan.



TERSEDIANYA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN KUALITAS YANG BAIE DAN MUDAH
DIJANGEAU OLEH MASYARAKAT

Kualitas layanan kesehatan yang baik berpengaruh pada
ketangguhan  desa/kelurahan menghadapi bencana.
Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dengan dukungan
program-program layanan kesehatan vang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, selayaknya mudah diakses oleh
masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan kualitas layanan puskesmas, puskesmas pembantu, bidan
desa, kader sehat, pos kesehatan pembantu, posvandu.

Jawaban Bukti
Pertanyuan (¥a, Tidak) | Verifikasi

5 | Apakah di desa/kelurahan terdapat fasilitas layanan
kesehatan vang mudah dil:aEEi oleh masyvarakat?

6 | Apakah di desa/kelurahan terdapat program
peningkatan kualitas lavanan kesehatan — guna
mtmh»:-mg_u_r_! ketangguhan?

i pakah desa ikut terlibat dalam melakukan evaluasi

program peningkatan kuslitas lavanan kesshatan
tersebut?

& | Apakah desn turut berpartisipasi aketif
{mengusulkan, advokasi dan lainnyva) dalam
peningkatan jumlah dan kualitas layvanan kesehatan
| bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun
|| pemerintah pusat? |

ISTILAH PENTING

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN: Suatu alat dan/atau tempat pang digunakan  tntuk
Penyelenggarakan  upaya  pelayanan  kesehatan, baik  promotif (peningkatan), preventif
(percegahan), kuratlf (penyembuhan) moupun rehabilitosi pemulthan) yang  dilekeukanoleh
Pemerintiah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (PP No. 47/2016),

EVALUASE rangkaian kegiatan membandingkon realisasi mosukan fingut), keluaran joutput),
dan hasilWoutcome) terhadap rercana dan standiar

[UEEMINASE suatu kegiatan yang ditujukan kepoda kelompok target atau individu agar mereka
memperoleh informasi, fmbnl kesadaran, menerima dan memanfoatken tnformeas:,

ADVORASE suotu usaho sistematis dan terorganisir untuk mempengarnihl dan mendesakkan
terjadinga perubahan dilam kebiiokan.




TERSEDIANYA SARANA PRASARANA TRANSPORTASI
YANG MUDAH DIMANFAATKAN MASYARAKAT

Sarana prasarana transportasi yvang tangguh dibutuhkan
untuk menjamin proses evakuasi dan distribusi kebutuhan
dasar/logistik pada saat kejadian bencana.

Disamping itu, sarana prasarana transportasi vang tangguh
akan mempercepat aksesibitas masvarakat terhadap
kebutuhan-kebutuhan dasar vang dibutuhkan

BAHAN BANTU PENILAIAN
Keberadaan dan kualitas jalan, jembatan, mobil, motor, sepeda.
| Jawaban Bulkti
Pectanynan (Ya, Tidak)  Verifikasi

9 | Apakah di desa/kelurabhan  terdapat sarana
prasarana Uransporiasi vang mudah dijangkan
masyarakat?

10 | Apakah di desa/kelurahan  terdapat  program
penguatan kapasilas sarana prasarana transportasi
tersebut guna membangun ketangguhan?

11 | Apakah desa/kelurahan ikut serta  dalam
melakukan evaluasi program kapasitas sarana
prasarana transportasi tersebut?

12 | Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif
{mengusulkan, advokasi dan lainnva) dalam
peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana
transportasi  bekerjasama  dengan  pemerintah
daerah ataupun pemerintah pusat?

ISTILAH PENTING

TRANSPORTASL Pemindahan munusie atau barang dan satu tempat ke tempent loinnya dengarn
menggunakon sebuah wahana yang digerakican oleh manusia atau mesin

EVALUASE rungkoian kegiatan membandingican realisasi masukan finput), keluaran feRatpnit),
dan hasil fouteome) ferhadap rencana dan standar.

DISEMINASE suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atay individn ager mereka
memperoleh informasi, dmbul kesadaran, menendma dan memarnfiatkan informasi.

ADVOKASE suatu usaha sistematis dan terorganisir uniuk mempengaruhi dan mendesakdkan
terjadianya perubahan dalam kebijakan

TERSEDIANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

Kualitas pelayanan publik bergantung kepada ketersediaan
sarana publik {misal: balai desa, lapangan, jalan, pasar, dll)
di masyarakat.
Sarana pelayanan publik yang baik seharusnya mampu
mendukung program-program pembangunan ketangguhan
di masyarakat,




BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan, kualitas dan kapasitas gedung pertemuan, lapangan, balai desa,
balai kampung, jalur evakuasi, barak pengungsian, pasar

Jawaban Bulkti
Partmynsn (Ys, Tidak) | Verifikasi

' 13 | Apakah di desa/kelurahan terdapat sarana publik?

| 14 | Apakah di desa/kelurahan terdapat program
penguatan sarana  publik  tersebut guna
-membangun ketangguhan?

15 | Apakah desa/kelurahan ikut serta dalam
melakukan evaluasi program penguatan sarana
| publik tersebut?

16 | Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktf
imengusulkan, advokasi dan  lainnva) dalam
peningkatan jumlah dan kualitas sarana publik
bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun

| pemerintah pusat?

ISTILAH PENTING

PELAYANAN PUBLIK:  PELAYANAN PUBLIK: kegintan afau rangkaion kegiatan dalam rangka
pemenuhan kelnutuhan pelayanan sesual dengan peraluran perundangundangan bagi setiap
unarga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrat’

EVALUASE rangkaian kegiatan memboandingkon realfisasi masukan finput), kefuaran foutput),
dan hestl fovdcome) terhadap rencana dan standar

CHEEMINASE suatu kegiatan yang ditufukan kepada kelompok target atau individu agar mereka
memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerma dan memanfuatkan informast

ADVOKASE suatu wsaha sistematis don ferorganisir untuk mempengarshd dan mendesakkan
terfachianiyn perubahan dalam kebijakan

TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI YANG DAPAT
MENJANGKAU SELURUH MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN SECARA CEPAT

Ketersediaan sistem informasi vang baik berpengaruh pada
ketangguhan desa menghadapi bencana.

Sistem informasi vang baik, seharusnya mudah diakses,
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan mendukung
program-program ketangguhan masvarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan kualitas kentongan, sirine, radio, teve, handpone {HP), handy
talky (HT), radio komunitas




Pert Jawaban | Bukti

(Ya, Tidak) | Verifikasi

17  Apakah tersedia sistem informasi vang dapat
menjangkau seluruh masyarakat desa/kelurahan
SeCara cepat? -

18 | Apakah  desa/kelurahan membuat program |
peningkatan sistem informasi untuk meningkatkan
ketangguhan bencana?

19 | Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi
program peningkatan sistem informasi tersebut?

20 | Apakah desa/kelurahan mrut berpartisipasi aktif
imengusulkan, advokasi dan lainnva) dalam
peningkatan jumiah dan kualitas sistem informasi
untuk  lebih meningkatkan ketangguhan
masyarakat dan desa sekitar bekerjasama dengan
| pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?

ISTILAH PENTING

SISTEM INFORMASI Kombinasi dar manusia, fasilitns atau alat teknologi, media, prosedur dan
pengendalion yang bermaksud menata jodngan komunikas, proses atau fransakst lerteriu dan
ritin, membantu dalam menyediakan dasar pengambilan keputusan pang tepat,

EVALUASE rangkaian kegiatan membandingban realisas) masukan finguet), Eefuaran foutpat),
dan hasil foutcome) terhadap rencana dan standear,

[MEEMINASL suatu kegiatan yang ditupukan kepada kelpmpok target atau individu agor mereka
memperaleh informast, imbul kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi

ADVOKASE suaty usaha sistematis dan terorganisir unfuk mempengandi dan mendesakkan
terfadianya pertibahan dalam kebdfakan

ADANYA PENGUATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG

MANDIRI DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG
BERKUALITAS

Tata kelola pemerintahan desa/kelurahan baik

bergantung pada kemandirian aparatur
desafkelurahan.

Peningkatan kemandirian aparatur desa/kelurahan
perlu  dilakukan melalui pembangunan sistem
(SOP, mekanisme) dan peningkatan SDM dalam
menyelenggarakan penanggulangan bencana

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan pelaksanaan SOP k;s[ja? Impementasi Standar Pelayvanan
Minimum (SPM}




Pertanyaan

Jawaban
(¥a, Tidak)

Bulkti
Verifikasi

21 | Apakah desa/kelurahan melakukan tata kelola
pemerintahan sesuai aturan perundangan vang
berlaku?

22 | Apakah desa/kelurahan mempunyai program untuk
peningkatan tata kelola pemeriniahan menuju tata
kelola yang mandiri dengan sumberdayva manusia
yang herkualitas?

2

23 | Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi
program  penguatan  tata  kelola pemerintahan
menuju  tata  kelola vang mandini | dengan
sumberdayva manusia vang berkualitas?

| ST F et LLFELL E LT L et DL

| 24 | Apakah desa turut berpartisipasi aktil
(mengusulkan, advokasi dan  lainnya) dalam
peningkatan tata  kelola  pemerintah  desa
bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun
pemerintah pusat?

ISTILAH PENTING

TATA KELOLA PEMERINTAHAN: tindakan dan kewenangan politik, ekonomi dan adninistrasi

urtuk menata, mengatur don mengelola masalah-masalah sosialnya {UNDP

ADANYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG
BERKELANJUTAN

Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketangguhan
masyarakat menghadapi bencana. Kualitas lingkungan
hidup yang baik seharusnya terlihat dari program-program
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yvang ada

sampah, dll)

BAHAN BANTU PENILAIAN

di masyarakat (misal: reboisasi,

gistem  pengelolaan

Pelaksanaan reboisasi, sistem pengelolaan sampah, rencana tata ruang,

reklamasi, ruang konservasi.

Pertanyaan

Jawaban
(Ya, Tidak)

Verifikasi

25 | Apakah desa/kelurahan melakukan program [ |
kegiatan perlindungan dan pengelolaan linglkungan |
hidup dan sumber daya alam?

26 | Apakah desa/kelurahan melakukan peningkatan |
kegiatan /anggaran untuk melakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya |
alam?y - |
27 | Apakah ada evaluasi program/kegiatan untuk lebih |
baik dalam melakukan  perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan hidup dan sumber daya
| alam yang berkelanjutan?




28 | Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif |
(mengusulkan, advokasi dan lainnva) dalam
melakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam yang
berkelanjutan  bekerjsama  dengan  pemerintah
daerah ataupun pemerintah pusat?

ISTILAH PENTING

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:  upaya sistermahs dan terpadu
yang difakukon unfuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah  terjadinga
pencemaran dan Soatau kerdsakon ingkungan hidup gang melipull perenocandar, pemarfaalon,
pengendalion, pemeliharean, pengowasan, dan peregakan hukum (UL 32/ 2009)

SUMBER DAYA ALAM:  wnsur Unghungan hdup yang terdind atas sumber dage hayotl dan non
hayat! yang secarg keselurichan membentuk kesatuan ekosistem (U7 32/ 2009]

ADANYA PENGUATAN PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN
TERHADAF PELAKSANAAN KEGIATAN BUDAYA DAN
SPRITUAL MASYARAKAT

Salah satu faktor keberhasilan penanggulangan bencana
adalah tertanamnva budaya siaga bencana di masyarakat.
Untuk itu penanggulangan bencana harus mampu
melindungi dan berasimilasi (berbaur] dengan nilai-nilai
budaya maupun spritual vang ada di masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Retersediaan pentas, galery, perangkat seni, sanggar, perpustakaan

Jawaban Bulcti

™ ¥ | (¥a, Tidak) | Verifikasi

29 | Apakah desafkelurahan melakukan perlindungan
dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan
| budaya dan spritual masyarakat?
30 | Apakah desa/kelurahan melakukan peningkatan |
Jjumlah  kegiatan [ anggaran [/ program
perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan |
kegiatan budaya dan spritual masyarakat? '
31 | Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi dan
perbaikan program/kegiatan  perlindungan  dan |
dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya | '
dan spritual masyarakat? |

32 | Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktf | |
(mengusulkan, advokasi dan  lainnva) dalam |
kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap |
pelaksanaan  kegiatan  budaya dan  spritual
desa/masvarakat  sekitar  Iwkerjasama  dengan |
pemerintah dacrah ataupun pemerintah pusat?




ADANYA PERLINDUNGAN KEAMANAN MASYARAKAT

ketangguhan masvarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Membangun  ketangguhan  masyvarakat
bencana merupakan salah satu upava dalam memberikan
perlindungan keamanan bagi masyarakat.
program-program perlindungan keamanan masyarakat vang
baik dapat saling mendukung dalam peningkatan

menghadapi

Untuk itu,

Keberadaan dan l-:eters;:dian aturan ronda desa, kelompok-kelompok
kerukunan sosial.

Pertanyaan

g @

Jawaban
(Ya, Tidak)

Bulkti
Verifikasi

Apakah  desa/kelurahan memiliki  mekanisme
perlindungan keamanan masyarakat?

Apakah  desa/kelurahan  melakukan  program
peningkatan  kapasitas  perlindungan  keamanan
masyarakat yang bekerjasama  dengan  Babinsa
dan/atau Babinkamtibmas setempat?

J3

36

Apakah d::&a,n"kelu;ahan melakukan evaluasi dan
perbaikan  terhadap mekanisme perlindungan
keamanan masvarakat?

Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif
| imengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan
| perlindungan masyarakat bekerjasama  dengan
| pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?




KOMPONEN 2
DASAR SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

ADANYA KEEBIJAKAN PENDUEKUNG DALAM UPAYA
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DI DESA /|
KELURAHAN

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
dibutuhkan regulasi dan aturan vang jelas. Aturan tersebut
mampu mengakomodir dan melindungi penggunaan
anggaran serta meningkatkan efektivitas pengurangan
risiko bencana.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Desa/Kelurahan terkait pengurangan
risiko bencana.

2. Data penggunaan anggaran desa untuk penanggulangan bencana sebelum
dan sesudah adanva regulasi.

3. Data dampak kejadian bencana sebelum dan setelah adanya regulasi,

4. Data desa/kelurahan yang mengadopsi regulasi.

- = ==
- i e (¥a, Tidak) | Verifikasi

37 | Apakah desa/kelurahan memiliki kebijakan dalam
upaya pengelolsan risike bencana di  tingkat
| desa/kelurahan?
38 | Apakah  kebijakan  tersebut didukung oleh
peningkatan  aktifitas atau alokasi anggaran
| pengelolaan nisiko bencana di desa atau kelurahan?
39 | Apakah  aktifitas-aktifitas  pengelolaan  risiko
bencana tersebut menurunkan risiko bencana di
desa atau kelurahan?

40 | Apakah kebijakan pengelolaan risiko bencana telah |
mampu mendorong untuk dicontoh dan diterapkan
_u]_r:h desa,."ktlu:ahan di sekitarnva?

ISTILAH PENTING

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang diimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan
kurun waktu terteniu yang dapat berupa kematian, luke, scakit, Jivea terancam, hilangnya rasa
aran, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harin, don gargguian Kegniatan masyarokel {107
24/ 2007)




TERSEDIANYA REGULASI DESA / KELURAHAN UNTUK
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DALAM SUATU
KAWASAN

Penyebab terjadinya bencana suatu desa/kelurahan bisa
saja berasal dari desa/kelurahan tetangga. Kejadian
bencana pun juga dapat menimpa desa ini dan desa-desa
tetangga secara bersamaan. Untuk itu dibutuhkan
kebijakan pengurangan risiko bencana vang disusun
bersama-sama dengan desa-desa tetangpga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Mol atau kesepakatan bersama antar desa/kelurahan dan membentuk
kesepakatan desa/kelurahan.

2. Data penggunaan anggaran desa/kelurahan untuk penanggulangan
bencana sebelum dan sesudah adanya kerjasama lintas batas.

3. Data dampak kejadian bencana sebelum dan setelah adanva kerjasama
lintas batas.

4. Data desa/kelurahan yvang mengadopsi kerjasama lintas batas,

Jawaban ‘ Bulkti
(Ya, Tidak) Verifikasi

41 | Apaksh ada kesepakatan bersama [misal: MuU.I
Nota Kesepahaman, dll) dengan dcs.n,n’ke]urahan;

letangga tentang pengelolaan risiko bencana antar |
desa/kelurahan?

42 | Apakah kesepakatan bersamsa tersebut |
meningkatkan efektivitas kegiatan atau  alokasi
anggaran dalam pengelolaan kawasan ristko
| bencana antar desa/kelurahan?

43 | Apakah kesepakatan bersama tersebut berhasil
menurunkan risiko di kawasan risiko bencana
| antar desa,/kelurahan?

44 | Apakah bentuk kesepakatan bersama terscbut
telah dicontoh dan diterapka n oleh kawasan lain?

Pertanyaan

ISTILAH PENTING

RISIKO BENCANA:  potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan
kurun waktu ferfentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, fwa terancam, hilangnya rosa

aman, mengungsi, kenisakan atau kehilangan harta den gangguan kegiatan mosyarakat (U0
247 2007}

KAWASAN ! suatu area di permukaan bumi yang relatif homogen {saling memitiki kesamaan) dan
berbeda dengan area sekelilingnya berdasarkan kriteria tertentu,



TERLAKSANANYA PENGEAJIAN RISIKO BENCANA DAN
POTENS] DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DESA/
KELURAHAN SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN

Kajian nisiko bencana merupakan dasar seluruh sistem
perencanaan penanggulangan bencana. Untuk itu hasil
kajian risiko bencana perlu dimasukkan sebagai salah satu
pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan
desa agar pengurangan risike bencana dapat dilakukan
secara berkala dan berkelanjutan.

Perubahan iklim mempengaruhi peningkatan risiko dan
intensitas kejadian bencana. Oleh karena itu pengkajian
risiko bencana perlu dilakukan dengan memperhatikan
potensi dampak perubahan iklim di desa/kelurahan.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Dokumen kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim.
2. EPJM Desa/Kelurahan yang telah disinkronkan dengan kajian risiko

benicana.

Jawaban | Bukti
Patannmn (Ya, Tidak) | Verifikasi

lokasi vang
dan/atau
wilayahoya?

45 | Apakah dﬂ:s.a,."keluml"l&n telah mengetahui lokasi-

dampak  perubahan  iklim  di

berisiko tinggi terkena bencans

46 | Apakah desa
risikn  benc
perubahan ik

Jkelurahan telah mfnyuaun_i:ﬁiiﬂn_
ana maupun potensi dampak
lim >

47.1 | Apakah kajian risiko bencana digunakan sebagai
dasar dalam penyvusunan perencanaan
pembangunan desa/kelurahan?

47.2 | Apakah dokumen kajian risiko bencana dan
potensi dampak perubahan  iklim  dievaluasi
secara berkala oleh komponen desa/ kelurahan?

48 | Apakah kajian risikoe bencana dan dampak
potensi  perubahan  iklim tersebut direplikasi
ketingkat kawasan?

ISTILAH PENTING

FAJIAN RISIKD RENCA

NA: mekaniame terpaduy untuk memberikan gambaran  mengyeluruh

terhodap risike bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugarn
dan Kapasitas Daerah (Perka BNPE No. 2/ 2012\

PERUBAHAN IKLIM. pe

rtbahan cuaca yang mencolok yang terjadi diontara dua periode tertentu

elotrl suaiu wilaah (ki (RS,



RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DESA/KELURAHAN YANG MENJADI BAGIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAHAN
VERTIKAL

Kencana Penanggulangan Bencana (RPB| merupakan
rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Di tingkat desa/kelurahan, RPB disusun agar mampu
memastikan penanggulangan bencana sebagai salah satu
program prioritas di dalam RPJM Desa/Kelurahan,

Dengan menjadi salah satu program prioritas dalam RPJM
Desa, maka penanggulangan bencana dapat diintegrasikan
kepada perencanaan pembangunan pada pemerintah di
atasnya (kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional|.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Dokumen RPEB Desa/Kelurahan
2. Kegiatan RPE vang masuk ke dalam RPJM Desa/Kelurahan

Pertanyaan ¥ J;;h‘ |

(Ya, Tidak) Verifikasl

49 | Apakah  desafkelurahan  memiliki Rencana
| Penanggulangan Bencana desa/ k:lumh.g:_‘f{"

50 | Apakah Rencana Penanggulangan Bencana terscbut -
digunakan scbagai rujukan dalam penvusunan
RPJM Desa? '

51 | Apakah RPJM Desa/Kelurahan dan RPB tersebut
telah meningkatkan kegiatan atau alokasi anggaran
pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan?

32 | Apakah HRPJM Desa/Kelurahan telah mampu
mempengariahl  program/kegiatan pada Rencana
Strategis Kecamatan, Perencanaan Pembangunan
Daerah, Kementerian/Lembagan Negara sesuai
dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
| dan Daerah?

ISTILAH PENTING
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA:  rencana penyelenggaraan penangguilangar ernoar

sualu daerah dalam ke wakiu fertentu yang menjodi salah satu dasar pembangunan deerah
{Perka BNPE No. 2/2012).

RISIKO BENCANA; potensi kenugian yang ditimbulban akibat bencaona pada suatu wilagah dan
kurun waaktu ferlentu yang dapat berupa kemiatian, ke, saklf, jusa terancom, ldlaongnpo rasa
R, rengungs, Rerasnkan afan keldlangan hoarta dan gangerean Reggaton masyardabot (UL
24 2007).

PEMERINTAHAN VERTIKAL: pembogian kewenangan pemerintahan secara berurutan mulai dard
Pusat hingga Dacrah ataw sebalibnya,




ADANYA DUKUNGAN LEMBAGA LUAR UNTUK
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA SESUAI DENGAN
RENCANA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ATAU
RENCANA STRATEGIS KELURAHAN

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama.
Dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen hendaklah
digalang. Partisipasi dari lembaga di luar desa, dapat
dibangun agar mampu mendukung rencana strategis
maupun rencana pembangunan desa.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1._Penanggulanga_n bencana desa.
2. Laporan Kegiatan Lembaga Pendukung.
3. Data sejarah kejadian bencana.

Postanguin | Jawaban | Bulti

{¥e, Tidak)

23 | Apakah ada dukungan lembaga dan luar |
desafkelurashan  (pemerintah, lembaga swadava

masvarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan) |
untuk upaya pengurangan risiko bencana?

54 | Apakah dukungan lembaga dari luar
desa/kelurahan tersebut sesual dengan kegiatan
YANE sudah direncanakan dalam REPF.JM
Desa f Kenstra Kelurahan I

55 | Apakah dukungan lembaga dari luar rlr.; tersebut
meningkatkan  jumiah dan anggaran  kegiatan
pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan?

56 | Apakah dukungan dari luar desa/kelurahan mampu
menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut?

ISTILAH PENTING -

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA:  rerncand pengelerggaraan penargulangan
bencana  suatu  dacrah dalam  kunin waktu  tertentu yang menjadi salah satu  dasar
prernbangpinan doerah (Peroo BNPE No, 27 2012),

RISIKO BENCANA: pofenst kerugion yang ditimbulkan akilvt bencana pado suatu wilagah dan
kurnin waktu tertentu pang dapaf berupa kemation, luka, sakdl, fiwe ferancam, Mlangngo rosa

aman, mengungst, kerusakan atou kehilengan harta dan gengoguan kegiotan masyarakat [T
24/ 2007)

ADANYA PENYELARASAN RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ANTAR
DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN

Bencana vang terjadi di desa/kelurahan ini juga dapat
terjadi di desa tetangga dan pada waktu yvang berdekatan.
Oleh karena itu Rencana Penanggulangan Bencana dan
Adaptasi Perubahan Iklim perlu diselaraskan dengan desa-
desa tetangga agar risiko bencana dapat ditanggulangi
dengan lebih maksimal.




BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Perbandingan rencana penanggulangan bencana desa/kelurahan antar
desa/kelurahan bertetangga.
4. Laporan Lkegiatan penanggulangan bencana desa/kelurahan dalam
kawasan.
. Laporan evaluasi penanggulangan bencana tingkat kawasan.
4. Data kawasan yang mengadopsi rencana penanggulangan bencana tingkat
kawasan lain.

L

Pert Jawaban _B_u.ttl. \

(¥Ya, Tidak) Verifikasi
37 | Apakah RPB desa/kelurahan diselaraskan dengan |
EPB desa/kelurahan tetangga?

58 | Apakah desa/kelurahan memiliki kesepakatan |
bersama dengan desa/kelurahan tetangga untuk | |
__ll'lEﬂjEﬂﬂlﬂ_{E.El RPE vang m:lﬂ?__

59 | Apakah RPB dan kesepakatan tersebut dievalusasi
bersama dengan desa/kelurahan tetangpa setiap
tahun? ' !

60 | Apakah rencana pengelolasn risiko bencana tingleat .'
kawasan dicontoh tlan diterapkan aleh
dcﬂafkclurahﬁ ]'I_fllk.ﬂ“"ﬂ_ﬂ.ﬁ,ﬂ lain?

ISTILAH PENTING

ADAPTAS] PERUBAHAN IKLIM: merupakan upaya menemikan dan meneraplan  oorc-odra
ssriaian ferhadap perubohan iklim [UNFOC)

OPTIMALITAS PERAN SERTA FORUM PENGELOLAAN
RISIKO BENCANA DESA/KELURAHAN DALAM
MEWUJUDEKAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ATAU
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UNTUK
KELURAHAN

}'H"!

Forum PREB Desa/Kelurahan berfungsi sebagai salah satu
alat advokasi untuk  mempercepat implementasi
kesiapsiagaan bencana di tingkat pemerintah
desa /kelurahan maupun masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

(=

. Forum pengelolaan nsiko bencana.

2. Surat Keputusan atau peraturan desa/kelurahan pembentukan forum
nsiko bencana desa/kelurahan.

. Laporan evaluasi program kerja forum pengelolaan risiko bencana,

. Laporan kegiatan dan keuangan forum risiko bencana.

£

| Jawaban Bulkti
i (¥a, Tidak) | Verifikasi

| 61 |Apakah desa/kelurahan sudah ada forum |
| pengelolaan risiko l'rm;'ﬂnp_q-’
[.‘53 Apakah program kerja forum pengelolaan risiknl




bencana diperkuat dengan kebijakan
desa/kelurahan?

63 | Apakah pclaksanaan program kerja dilakukan

evaluasi setiap tahun?

64 | .paka.h forum tersebut mampu mtngt‘:'rnlu
| sumberdava untuk operasional dan kegiatan forum

ISTILAH PENTING

{ dr.ljlﬁ.?n melibatkan semua pemangku kepentingan? |

FORUM PENGELOLAAN RISIKCQ BENCANA:  dibentuk  sebogori upoyn  pengurangan — rsike

benern oh daerah rawan berncana.

EVALUASE rangkaian kegiataon membandingkan realisasi masukan finput), keluaran foutput),

dan hasil foutcome)] terhadap rencana dan standir,

SUMBER DAYA: sesuaiu yang dipandang memilild nilai dan kemampuan untuk memenihi atai
MENGRQEn Sesuatd,

KOMPONEN 3

PENGELOLAAN RISIKO BENCANA

ADANYA AKSI TERPADU PENGELOLAAN RISIKO
BENCANA ANTARA DESA/KELURAHAN DALAM SUATU
KAWASAN

Kegiatan atau aksi pengurangan risiko bencana lebih
difokuskan pada penvebab yang dapat menimbulkan
kerugian dan dampak. Penyebab kejadian bencana dapat
bersumber pada desa/kelurahan terdekat, sehingga
pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara terpadu

tetangga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

dengan melibatkan kerjasama dengan desa/kelurahan

1. Data Sejarah dan dampak Kejadian Bencana
2. Data/Dokumen Aksi pengurangan risiko bencana

Jawaban Bukti
Pertanynan [¥a, Tidak) | Verifikasi

65  Apakah telah diketahui penyebab utama kerugian =

dari tiap-tinp bencana vang ada di suatu desa

{ kelurahan?

f. BeEncans ....... By s

bh. Bencana ......... b.

c. Bencana ......... B i
_|d.dst d.
66 | Apakah telah dilakukan aksi-aksi untuk mengatasi

penvebab kerugian tersebut?

8. Bencana ......... B .

b, Bencana ......... h. .

. Bencana ......... B,




d. dst :d.
67 | Apakah aksi-aksi tersebut mampu menurunkan |
risiko bencana?
a:. Bencana ......... a.
h. Bencana ......... h.
c. Bencana ... By anrnin
d. dst . d
68 | Apakah aksi-aksi tersebut mampu menurunkan
risiko bencana?
A, BENCANA ... ' [T |
b. Bencana ......... b.
¢. Bencana ......... r |
| d. dst | PR

PENINGKATAN WAWASAN DAN KETERAMPILAN UNTUK
MENGELOLA RISIKO BENCANA MELALUI EDUKASI,
SOSIALISASI DAN LITERASI KEBENCANAAN

Edukasi, sosialisasi, dan literasi kebencanaan perlu
diarahkan kepada penggunaan riset-riset terapan sehingga
dapat langsung diaplikasikan di tingkat masyarakat.

Bersamaan dengan itu, peningkatan wawasan dan
keterampilan masyarakat perlu ditingkatlean agar mampu
menerapkan hasil-hasil riset/penelitian sehingga dapat
mengurang risiko bencana secara optimal,

BAHAN BANTU PENILAIAN
Data/Dokumen hasil riset vang digunakan.

| Jawaban Bulkti

TR | (¥a, Tidak] | Verifikasi

69 | Apakah sudah ada pelatihan terkait hasil penelitian
(riset terapan) untuk kebencanaan dan perubahan
iklim wvang sesuai dengan karakter dan potensi
desa/kelurahan?

70 | Apakah pelatihan tersebul memberi peningkatan |
pengetahuan  dan  keterampilan barmu  untuok |
menganﬂaim si bencana? |

71 | Apakah I:t:il:ram]:llian vang diperoleh dapat/telah |
dipraktekkan Li&]ﬂrn kehidupan sehari-har? i

T2 | Apakah wawasan dan keterampilan tersebut telah
membudava pada komponen sosial, ekonomi,
budava dan keagamaan masyarakat
desa /kelurahan?

ISTILAH PENTING

RISET TERAPAN: salah satu jenis penelition yang bermguan untuk memberikan solusi atas
permosaiahan terfentu secara praktis, Fepelitian dnl Hdak berfokus poda pengembangan sebuah
tde, teon, atau gagasan, tetapd lebih bedfokus kepado penerapan penelitan fersebut dalam
kehidupan sehari-fur.




LITERASL: keterampilan dan kemampudan seseorang dalam membeca, menulis, berhitung, serta
memecahkan masalah dalaom kelddupan sehan-har,

KOMPONEN 4
KESIAPSIAGAAN DARURAT

TERSEDIANYA MEKANISME UNTUK MENDETEKSI DINI
KEMUNGKINAN ANCAMAN BENCANA PADA SKALA
DESA/KELURAHAN

Untuk mendeteksi bencana skala lokal (luas daerah
terdampak kecil dan terbatas), desa/kelurahan idealnva
memiliki mekanisme untuk mendeteksi kemungkinan
kejadian tersebut secara mandin.

Pendeteksian biasanvya dilaksanakan oleh kelompok khusus
yvang ditunjuk berdasarkan informas: dari warga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Reberadaan serta keberfungsian perangka_t penerima peringatan dini dan/atau
perintah evakuasi.

Jawaban Bukti
! . - (Ya, Tidak] | Verifikasi

73 hpﬂka_h_ada kelompok atau individu khusus vang
dipercava oleh masvarakat desa/kelurahan untuk
mendeteksi kemungkinan ancaman bencana?

74 | Apakah kelompok atau individu tersebut dalam
menjalankan tugasnya dilegalkan oleh pemerintah | I
desa/kelurahan?

75 | Apakah masyarakat desa/kelurahan mengetahui |

cara menghubungi  kelompok atau  individu |

tersebut?

76 | Apakah  kelompok/individu  tersebut  dapat
dihubungi setiap saat (24/7) untuk diminta
infq!'n'_iﬁ?_i__[.rrl-:ajt kemungkinan bencana?

ISTILAH PENTING

DETEEEIDINL:  serangkalan  kegiafen wuntuk mengeioho! kemungkinan lerjodinga benoana
pada suaty wilayah melalud peralatan atau pun keardfoan lokol masyarakat,

2477 istilahk yang diqunekan uniuk menggambarkan aknivios suatu instifies gomg berlangsing
24 fam selap harnya dan 7 har setlap mingguenyo.



TERSEDIANYA MEKANISME PENERIMA PERINGATAN
DINI DAN/ATAU PERINTAH EVAKUASI SEDIANYA
MEEANISME UNTUK MENDETEKSI DINI KEMUNGKINAN
ANCAMAN BENCANA PADA SKALA DESA/KELURAHAN

Untuk Beberapa jenis bencana berskala luas seperti
tsunami dan letusan gunung api, memiliki mekanisme
peringatan dini yang dikelola oleh pemerintah pusat. Untuk
bencana  tersebut, pemerintah pusat memberikan
peringatan kepada  masyvarakat dan  pemerntah
kabupaten /kota.

Peringatan dini yang sampai ke pemerintah kabupaten/kota
akan diputuskan oleh kepala daerah atau lembaga daerah
yvang ditunjuk untuk memutuskan dikeluarkannya perintah
evakuasi atau tidak. Setelah perintah evakuasi dikeluarkan
oleh pemenntah kabupaten/kota, maka informasi tersebut
disebar kepada seluruh masyvarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan peralatan penerima peringatan dini pemerintah pusat dan/atau
perintah evakuasi pemerintah daerah.

Jawaban Bukti

ERE— (Ya, Tidak) | Verifikasi

pusat?

TT - Apakah masyarakat dapat menerima peringatan d.l.m
ancaman bencana vang diberikan oleh pemerintah

78 iﬂpnjm.h masvarakat dapat menerima : pé:ingatan
tersebut melalui lebih dari 2 peralatan komunikasi
vang berbeda?

79 | Apakah
perintah
dlasrah?

80 | Apakah
| perintah

masvarakat dapat menerima informasi
evakuasi vang diberikan oleh pemerintah

masvarakat dapat menerima informasi
evakuasi tersebut melalui lebih dard 2
peralatan vang berbeda?

ISTILAH PENTING

PERINGATAN DINI:  Serangkaian kegatan pemberan peringatan sesegera munghkin bepoada
rasyarakat terntang kemungiinan terfadinga benoona pada suatu tempat oleh lembagn yang
bernwenang. (ULT 247 2007- FHJ,

FPERINTAH EVAKUASE Pernyataan don kepolo doerah olow pun lembogo yang difunuk oleh
kepala doeroh unfuk memulol pengungsian secaro mesmmi podo penduduk gang berada 3 daerak
yang diprediks ferkena beroanea,




TERSEDIANYA

EVAKUAS] YANG MUDAH

MEKANISME PENYEBARAN ARAHAN

DIAKSES DAN DIPAHAMI
SEMUA PIHAK TERMASUK KELOMPOK RENTAN

bentuk informasi:

bencana tsunami,

gUNUNEg

daerah.

Alat penyebaran
TERSEDIA DI
masyarakat,
(lansia, ibu hamil, ibu
disabilitas, anak-anak, dsb)

BAHAN BANTU PENILAIAN

apil;

menyusui,

Alat

evakuasi

Sistem peringatan dini bencana dapat mengeluarkan 2

1. Peringatan: perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah

menjadi perintah evakuasi (misal: sistem peringatan dini
penyebaran
peringatan biasanya bersifat terbatas untuk level kepala

2. Perintah/Arahan Evakuasi: untuk bencana skala lokal
dapat langsung memberkan perintah evakuasi untuk
mengungsi ke tempat yang lebih aman (misal: sistem
peringatan dini bencana banjir, tanah longsor,dll);

perintah/arahan

DESA/KELURAHAN melayani

termasuk kelompok masvarakat rentan

penyandang

yang
seluruh

1. Mekanisme dan prosedur sistem peringatan dini vang telah di uji coba vang
dipahami oleh semua pihak termasuk kelompok rentan
2. Informasi peringatan dini dapat berupa kentongan, sirine, dsh,

Jawaban Bulti
i (Ya, Tidak) | Verifikasi

81 | Apakah ada mekanisme penvebaran

informasi/arahan untuk mengungsi  sebelum

bencana terjadivang dilakukan khusus oleh .

pemerintah desa/kelurahan? ' '

B BEDCADE. «orivmirriaraniai ' TR

b BetiCamn .. .ocoimeaiiroeas | - TR

C. BEOCHIE ciuyarsverrarsrasss C. panenan

d, dst d. .
82 | Apakah Peringatan ini dapat diterima oleh seluruh

masyarakat desa/ kelurahan?

B Bencand ..o, - IR

b. Bencana ......o.ovievaiinies o T

C. BOEDCAIA ..oovivisnninssiniani P

d. dse - ‘i A REC TS
83 | Adakah peringatan/perintah ini dapat menjangkau

masyvarakat penvandang disabilitas dan kelompok

rentan (usia lanjut, tuli dsh)?

B, DEDCANA ..oivvenivenanniinn By sgeranace

b, BeEncaHTIE e ceeeons | § e

C.. BENCANA .o idirins B ki
_ld. dst " AT
84 | Apakah masvarakat mengetahui apa yang harus

dilakukan setelah menerima peringatan /farahan

ini?

e




B BEOCANE ..ccoiiesnmnaesnns b.
b. Bencansa ....c.ccvieecnsinin: O i
c. Bencana ..o s P
d. Dst

ISTILAH PENTING

PENYANDANG DISARILITAS!  =efiop orang yong mengalami keterbatosan fisik, frdelektual,
mental, danSatou  sensork dalom jongka waktu lama yeng dalam berirderakst dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan wotuk berpartisipasi secara penuh dan
efektl dengan warga negora lotnnya berdasarkan kesamaoan hak JUT No. 87 2016).

MEKANISME: carg dan langkah yang terstndctur dalom melakukan sesuaf,

TERSEDIANYA PETA RENCANA EVAKUASI
MASYARAKAT YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBELUM DAN
PADA SAAT BENCANA TERJADI

Pengungsian masvarakat membutuhkan perencanaan
evakuasi. Untuk mempermudah memahaminya, rencana
evakuasi dibuat dalam bentuk Peta. Peta rencana evakuasi
biasanva  digunakan untuk latthan  pengungsian
masyvarakat. Peta rencana evakuasi dapat tersambung
dengan peta rencana evakuasi desa/kelurahan tetangga.
Daerah aman pada peta rencana evakuasi desa/kelurahan
tetangga mungkin saja berada di desa/kelurahan im

ataupun sebaliknva.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Peta rencana evakuasi masyarakat

Jawaban Bukti
Pextanynan (Ya, Tidak) | Verifikasi

85 | Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia peta

| rencana evakuasi untuk masyrakai?

| 8. DenCARA e By i

L. DBEOCANR . everarriarmiynne b oce

c. Bencans ... Sl B b

d. dst L Ep——
B6 | Apakah peta rencana evakuasi dapat digunakan

oleh masyarakat untuk mendukung simulasi dan

pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi  di

desa fkelurahan?

d. BENCANA .. - PR

b. Bencana ....... No s aimn b  § PR,

C. BEOCADNA ...ooviirmvnesinnnns Bh e

d. dst |+ RO snss i
87 | Adakah peta rencana evakuasi ini didukung oleh

kebhijakan i tingkat desa/ kelurahan?

A Bencani ..o a.

b. BEDCANA ..cvvnrrrrevaiaranss ., TR R

B BERCONE . oossiecminabiine C.

d. dst . MErey
B8 | Apakah peta rencana evakuasi vang tersedia |

mt:njadi referensi hagi drsafkc!urahan lctmsggﬁ?

B, BeOCADNA ...c.covovevivininis .




b, BenCANA -.ovvveeeenrererens b.

G BB i e i

d. dst o L
ISTILAH PENTING

.

EVAKUASE perpindahan, pemindahan dan penyelamatan masyarakal dan fempat bahoya ke
tempat aman gang meliputt simbol, tanda dan informasi (SNT T7430:201 1),
REFERENSE: seturuh bentuk konsep atoupun ide yang dipakal untuk menopang sebuah skema,
prinsip, hipotesi ataupin filosofi untuk memperielas arti yang perlu disampaikan melewati
prerbatoan maupun hilisan.

TEMPAT EVAKUASI

Rencana evakuasi berakhir

BAHAN BANTU PENILAIAN

pada Tempat
Sementara [TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

TES digunakan untuk pengungsian sementara saat daerah
aman tidak bisa dicapai, Fasilitas vang ada dalam TES
memungkinkan untuk selurubh masyarakat
selamat hingga kejadian bencana berakhir,

TES mungkin saja juga digunakan oleh masyarakatr desa
tetangga sesual dengan rencana evakuasinya..

Evakuasi

PENgUNgS]

Peta Lokasi dan fasilitas sarana prasarana penampungan masyarakat
terdampak sesuaidengan standar
Jawaban Bukti |
e | (Ya, Tidak) = Verifikasi
89 | Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia tempat
evakuasi sementaradengan kapasitas vang memadai
untuk masyarakat berisiko?
. BENCHYEY iy sivesai cvansoeve Wi
b, Bencana .................... b. .
. Bencana | T
d. Dst [ e
a0 | Apakah tempat evakuasi dapat digunakan oleh
masyarakalt dalam simulasi dan pelaksanaan
evakuasi saal bencana lerjadi di desa/ kelurahan?
A. BETCADA ..vvvivaimmisnsnins
b BEDCENR ol iie .
¢ Bencana .........c.coein b
d. D=t ic.
S | STy
91 | Adakah tempat cvakuasi sudah dilengkapi oleh
| saranAa dan prasrana yvang sesusi dengan standar
minimum?
PR ] R B i
b BEOCATA ... ernivininsssin . B
(o= 1 |- ) o - A | T
| d. Dst L avin
92 | Apakah tempat evakuasi sementara inl didukung
dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan?
. BECICHYE b ik dini a,
b. BENCANA . veeieiesecarasanas . -
EJ Rﬂ‘.‘lﬂ.ﬂﬂ BIARARARN NR RN NG t'
| d. Dst G




ISTILAH PENTING

TEMPAT EVARKUASEL tempal aman sementara  yang ditufiakan

urtuk  masgernkol o

melakukan perpindohan dan tempat bakoya (SN 77430:201 1.

JALUR DAN RAMBU EVAKUASI

Jalur evakuasi dibutuhkan untuk memastikan seluruh
masyarakat desa sampai di tempat evakuasi/pengungsian
dengan aman dan selamat. Rambu evakuasi berfungsi

sebagai pemandu agar masyarakat menempuh jalur
evakuasi yang benar sesuai rencana evakuasi.
BAHAN BANTU PENILAIAN
Dokumentasi jalur dan rambu evakuasi
~ Jawaban Bukti

Pertanyaan
| (Ya, Tidak) Verifikasi

93.1

ﬁpﬂkﬂh‘dj dé&a—kaIUrﬂhan sudah tersedi;l_jaluﬂ
evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi
masyarakat?

03.2

b. Bencana
. Heneana
d. Dst

....................

lempat

Apakah di d:aa.f'kctumimn sudah tersedia rambu

evakuasi vang mengarah ke
masyarakat?

evakuasi

a. Bencana

¢, Bencana
d. Dst

Apakah jalur evakuasi tersebut dapat digunakan
oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan
evakuasi saal bencana terjadi?

04.2

Apakah

&. Bencana
b. Bencana
C. Bencana
d. Dst

masvarakat
pelaksanaan evakuasi saal bencana terjadi?

dalam

smmulasi

dan

95.1

A, Bencansa
b, Bencana

|||||||||||

Apakah ja_]ur euakﬁnﬂi ini didukung dengan
| kebijakan di tingkat desa/kelurahan?

05.2

kebijakan di tingkat desa/ kelurahan?

Apakah rambu evakuasi ini didukung dengan




| ¢, Bencana ... R TR
d. Dst o " [
96,1 | Apakah jalur evakuasi vang tersedia, dapat
dipunakan desajkelurahan tetangga?
B, BBEDEETLR ool iimivmiaronss B v
b. BEDCEILE .. coovememmsmsnssnss B. rarans
C. BENCATE o riicivnrmerrrens | SRR
d. Dist - ' AR
5.2 | Apakah rambu evakuasi yang tersedia, dapat
dipunakan desa/kelurahan tetangga?
f. BENCADNE iieisienaii - T TaT
i h. BENCANA . vinrassrsnsmmssiis b. .
G, BETCHNR .. ocoiiaiimanianns L+
d. Dst il. i

ISTILAH PENTING

JALUR EVAKUASE  jalan atau Nntasan yang dirancang dan disepakati bersama yong dopot
digunakan untuk erakuasi (SN 77430:201 1)

RAMBU EVAKUASE tanda rambu yang dipasang di jolon dan di tempat tertentu yang mudah
terfihat berguna dalam memandu masyarakat menufu fempat kumpad amoan (SN 7T430:201 1)

TERSEDIANYA RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA ATAU KELURAHAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN
DALAM MELAKUKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Latihan kesiapsiagaan bencana terdiri dari berbagai jenis

dan tingkatan latihan.

1. Tingkatan Pelatihan Seminar dan Lokakarya vang
dituyjukan untuk menvatukan ide serta membangun
prosedur

2. Tingkatan Simulasi : Geladi Ruang, Permainan dan Drill
(Ujicoba sampai berhasil); dituyjukan untuk menguji
sekumpulan atau satu prosedur atau tindakan vang
dinilai penting

3. Tingkatan Uji Sistem Geladi Posko dan Geladi
Lapangan., ditujukan untuk menguji keseluruhan
prosedur dan/atau tindakan yang dibutuhkan

Resiapsiagaan bencana fingkat desa/kelurahan diarahkan

kepada penyebaran peringatan dini dan penanganan masa-

masa awal kejadian bencana hingga petugas pemerintah
kabupaten/kota memberikan bantuan penanganan secara
komprehensif,

BAHAN BANTU PENILAIAN

Laporan dan dokumentasi pelaksanaan simulasi/latihan kesiapsiagaan

! Jawaban
-.rrl.m..]

Pertanyaan

97 | Apakah latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana
(simulasi] vang dilakukan oleh masvarakat di
desafkrlurﬂlj_an?

 Apakah seluruh komponen masyarakat (masyarakat

08




dan berpartisipasi akuil dalam latihan (simulasi] ini?

99 | Apakah  desa/kelurahan melakukan  latihan
{simulasi) bersama dengan  desa/kelurahan
| tetangga dalam Kawasan rawan bencana?

100 | Apakah latihan tersebut dilaksanakan secara

periodik?
ISTILAH P‘EHTIHG Tt
KESIAPSIAGAAN:  serangkaian kegiatan wang dilokukan untuk mengantisipanst  bencana

melalui pengorganisasian serta melaha langkah yang tepal guna dan berdaya gura (U
24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

FERIODIK: terjudi atau dilakukan dalam selang waktu Heng tetap dan tertentu (KBRI).

TERSEDIANYA RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA ATAU KELURAHAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN
DALAM MELAKUKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

penugasan.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Latihan Relawan adalah individu
berbagai sumber dava vang dimilikinyva (SDM, anggaran,
metode, peralatan, mekanisme) untuk suatu tujuan.

yang membaktikan

Dalam penanganan darurat bencana, relawan bukan hanya
membaktikan sumber dayanya, namun juga dituntut untuk

memiliki  keterampilan yang memadai untuk suatu

Daftar relawan dan kompetensinya

pemerintah desa/kelurahan untuk aktivitasnya?

Jawaban Bukti —|
- CEErES (Ya, Tidak) | Verifikasi
101 | Apakah desa/kelurahan memiliki relawan untuk
memberikan pertolongan kepada masvarakat saat
terjadinya bencana?
102.1 | Apakah para relawan memiliki kemampuan dan |
keterampilan  dalam  memberikan pertolongan
. pertama saat terjadi bencana?
102.2 | Apakah para relawan berlatih secara  periodik i
untuk meningkatkan keteram pilannya?
103 | Apakah para relawan didukung dengan peralatan i
vang Ses1ai dengan keterampilannya
masingmasing?
. —l
104 | Apakah relswan tersebut didukung oleh

ISTILAH PENTING

Relawan: seorang e seorang ata  sekelompok
kepedulian untuk bekera secara sukarela dan ikchlas

(PERKA BNPH No 17 Tahun 2011

vrang wang memilikd kemampuan  dan
dalam upaga Benangagrlangan bencana



. e e i

KOMPONEN 5
KESIAPSIAGAAN PEMULIHAN

TERSEDIANYA BERBAGAI MEKANISME YANG
DITUJUKAN UNTUK UPAYA PEMULIHAN DINI BENCANA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Dampak negatf bencana memerlukan  penanganan
pemulihan yang segera dan tepat. Untuk itu diperlukan
mekanisme dan rencana pemulihan dini bencana vang
menghindari risiko baru.

BAHAN BANTU PENILAIAN
Mekanisme dan prosedur pemulihan tingkat desa.

Pertanyaan (¥Ya, Tidak) | Verifikasi

| 105 |Apﬂkah sudah ada mekanisme untuk menilai
kerusakan dan kerugian pasca bencana secara
mandiri untuk;

a. rumah?

b. perekonomian? - ;

c. sarana dan prasarana transportasi 0. coeeminns
106 | Apakah ada mekanisme pemulihan dinl secara

mandiri untuk fungsi:

a. Hunian masvarakat yang rusak? - TR

b. Perekonomian yang bermartabat? B ivieeis

c. Akses transportasi? £ i

d. Talangan dan penundaan tagihan masyarakat? | d
e, Fungsi psikologis masvarakal

107 | Apakah ada mekanisme pengelolaan hantuan
secara mandiri yang transparan, akuntabel, dan
sesuai dengan fungsi?

108 | Apakah mekanisme pemulihan dini di evaluasi dan
diperbaharui sesuai dengan perkembangan.

ISTILAH PENTING

PEMULIHAN: upaya mengembaltikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelaganan
publik yang terkena bencana melaiui rehabilitasi (UL 247 2007-Penanggulangarn Rercana).

TRANSPARAN: keterbukaoan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil,

AKUNTABEL: dapat dipertangguagiawabkan sesuni peraturarn dan perundangundangen. Yang
berlaku, seria tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut.



TERSEDIANYA FERENCANAAN PEMULIHAN
BERKELANJUTAN UNTUK BERBAGAI ASET DAN
PROPERTI STRATEGIS YANG BERISIKO TINGGI RUSAK
TERKENA BENCANA

Upaya pemulihan dampak bencana perlu
mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana.
Upava ini dilaksanakan untukmenjamin bahwa hasil
pemulihan tidak kembali hancur/rusak terkena bencana

sejenis dan bencana lainnya pada masa datang.

BA]-IA.HBHHTU PENILAIAN

Rem:ana dan mekanisme pemulihan desa/kelurahan akibat bencana.

Jawaban
Pertanyaan ﬂr., m.ﬂ
109 | Apakah ada mekanisme penilaian secara mandiri |
fasilitas vang berada di lokasi paling berisiko tinggi
untuk: |
| a. Pasar BT .
b. Fasilitas kesehatan [ B. ...
¢. Rumah ibadah LT
d. Fasilitas pendidikan L P
€. Kantor/fasilitas kemersial B i
I. Fasilitas kritis lain {(sebutkan .....} I, =—
110 | Apakah ada mekanisme p:mlaum secara mandiri
fasilitas vang berada di lokasi paling berisiko tinggi
untuk:
a, Pasar ;.
b. Fasilitas kesehatan § S
c. Rumah ibadah i
d. Fasilitas pendidikan [ PR
¢. Kantor/fasilitas komersial € i
I, f. Fasilitas kritis lain (sebutkan .....) -
111 | Apakah fasilitas tersebut dlhfmgun kembali
didaerah lebih aman?
a. Pasar - TR
b. Fasilitas kesehatan | o PR
¢, Rumah ibadah [ 1T
d. Fasilitas pendidikan . IS
e, Kantorffasilitas komersial e
| E Fasilitas kritis lain [sebutkan .._..) | f.
112 | Apakah mekanisme pemulihan berkelanjutan di
| evaluasi dan diperbaharui?

Bukti
Verifikasi

ISTILAH PENTING




DAFTAR PENILAI

DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN / K
PROVINSI
LOKAST PENILAIAN
WAKTU

| NO NAMA nﬁr{m / INSTITUSI | TANDA TANGAN

_-'l'-_'-.___-
FERATURAN BUPAT]I DOHGEALA

-

B i
AT

&AS MAN LASSA



LAMPIRAN I1

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR #p Tikss 1010

TENTANG PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA
“NGAPAKU NARISI ANTE BALA' ™

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Donggala memiliki luas wilayah 5.275,69 kilometer persegi yang
terdii dari 16 kecamatan dengan 158 Desa, 9 Kelurahan dan 2 masih
berstatus UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Dari jumlah 158 Desa dan 9
Kelurahan tersebut, terdapat 79 Desa merupakan desa pesisir dan BE Desa
merupakan desa non-pesisir.

Batas-bata wilayah sebagai berikut:

» Sebelah Utara : Kabupaten Tolitoli

¢ Sebelah Selatan : Kabupaten Sigi, Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Barat
* Sebelah Barat : Selat Makassar dan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

# Sebelah Timur : Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten Donggala secara astronomi terletak antara 07307 Lintang Utara
dan 29,20" serta 119°,45"-121°45" Bujur Timur, yang dipetakan menjadi dua
wilayah vaitu: 1) Wilayah Pantai Barat, berada di pesisir pantai bagian barat
Pulau Sulawesi. Beberapa kecamatan di wilayah ini adalah Kecamatan Labuan,
Tanantovea, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang,
Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Sojol; 2) Wilayah Banawa, berada di
sebagian pesisir Teluk Palu dan sebagian Selat Makassar terpisah dengan
wilayah pantai barat. Beberapa kecamatan di wilayah ini antara lain;
kecamatan Banawa, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Pinembani dan Rio
Pakava.

Kondismi Topografi Kabupaten Donggala cukup beragam, mulai dari dataran
vang rendah, dataran yang berbukit hingga pengunungan. Kondisi tatanan
geologt kabupaten Donggala menjadi bagian wvang tidak terpisahkan dari
tatanan geologi Pulau Sulawesi yvang memiliki ciri khas berdasarkan dinamika
tektonis vang sangat komplek yang merupakan implikasi dari interaksi
lempeng Eurasia di bagian Timur Laut, Indo-Australia di bagian Selatan dan
Pasifik di bagian Timur, vang secara tidak langsung membentuk garis scsar
atau patahan geologi vang ada di Kabupaten Donggala.

Dalam sejarahnya, Kabupaten Donggala telah mengalami mengalami heragam
kejadian bencana dengan trend yang menunjukkan peningkatan kejadian
bencana dari tahun ke tahun. Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana (KRB
Kabupaten Donggala Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BNPB menunjukkan
bahwa Kabupaten Donggala rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami,



banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang
ekstrim, abrasi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran hutan dan
lahan. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018 vang dipublikasikan oleh
BNFPB, juga menyatakan bahwa Kabupaten Donpggala termasuk dalam kelas
risiko tinggi untuk kategori multi ancaman,

Potensi bencana ini terjadi karena wilavah Kabupaten Donpggala memiliki

potensi ancaman, kerentanan lingkungan yvang dapat mendukung bencana

tersebut yaitu :

1) Adanya Sesar Palu-Koro Sesar Utama /Induk

4) Sesar Lanang Pasang Kayu.

3) Sesar Tambu-Kasimbar.(1968

4) Sesar Jono Oge. (28-9-2018| Sesar cabang dari Sesar Palu-Koro

5) Sesar Rano.

6) Sesar Tonggolobibi., [1996)

7) Adanya tipologi lingkungan wilayah yang memungkinkan terjadi bencana
banjir, banjir bandang, puting beliung, tanah longsor dan abrasi pantai.

Mengingat korban terbesar dari bencana adalah masyvarakat yang tinggal di
kawasan rawan bencana dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah
masyarakat sendiri, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko
bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung dengan tanggung jawab
negara untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk
mewujudkan ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-
kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Upaya strategi ini sejalan dengan
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Donggala “ Terwujudnya Masyarakat

Eabupaten Donggala Yang Sefahtera, Berdaya Saing, Mandiri Dan Berkarakter
Dengan Berpifjak Pada Nilai Kearifan Lokal =

Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas vang akan
dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
“Ngapaku Narisi Ante Bala' * perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan
praktik pembangunan reguler. Agar pemerintah, terutama di tingkat
kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dapat melaksanakan program
pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan memadukannya
sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Selain potensi bencana, daerah ini juga memeliki potensi sumber daya alam
yang sangat beragam vang dapat dieksplorasi untuk kesejahteraan masyarakat
dengan memperhatikan upava metigasi bencana dan pengurangan risiko
bencana. Keragaman sumberdaya alam vang ada diantaranva vaitu :

a) Potensi di daratan terdiri dari ;

. Lahan Perkebunan.

. Lahan Persawahan.

- Arus Sungai untuk tenaga listrik (PLTA).
. Gas Bumi/Panas Bumi.

Wisata Danau (Talaga dan Rano)

Wisata Air terjun

NGO W

Wisata gunung.



8. DIL

b) Potensi di Pesisir Pantai dan Laut
1. Wisata Pesisir Pantai.
2. Lokasi Diving (Tempat Selam).
3. Sumber daya minyak bawah laut.

B. Tujuan

Pedoman Umum Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku
Narisi Ante Bala’ “ini ditujukan untuk:

1. Memberikan panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam
mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana *“Ngapaku Narisi
Ante Bala’ “ scbagai bagian dari upayva untuk melaksanakan pPengurangan
risiko bencana berbasis masyvarakat

2. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala® bagi aparatur pelaksana
dan pemangku kepentingan Pengurangan Risiko Bencana.

Tujuan khusus program pengembangan Desa Tangguh Bencana “Ngapaku
Narisi Ante Bala® “adalah untuk :

L. Melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang
disabilitas serta warga sekolah/madrasah vang tinggal di kawasan rawan
bencana dari dampak-dampak yang merugikan:

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnva kelompok rentan,
penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah dalam pengelolaan
sumber daya dalam rangka mengurangi risike bencana;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, khususnya kelompok
rentan, penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrash dalam
pengelolaan  sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi
pengurangan risiko bencana;

4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber
daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana:

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam
pengurangan risike bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasia,

perguruan tinggi, LSM, organisasi masvarakat dan kelompok-kelompolk
lainnya yang peduli,

BAB II
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PRINSIP

A. Kebijakan

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala' " adalah
desa/kelurahan vang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan
menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan dir dengan segera dari
dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana, Dengan demikian
sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa /kelurahan



vang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan
mampu  mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi
kerentanan dan sekaligpus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko
bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang
mengandung upava-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko
bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat,

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
“Ngapaku Narizi Ante Bala' " merupakan salah satu upaya pengurangan
risiko bencana berbasis masyarakat, dimana masyvarakat terlibat secara aktf
dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan
mengurangi risiko-risike bencana yang ada di wilayah mereka, terutama
dengan memanfaatkan sumber dava lokal demi menjamin keberlanjutan.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana menyvatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih
lanjut Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB [l}, menetapkan
bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi
masvarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

1| Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana
di wilayahnya;

2] Pendidikan, pelatthan  dan peningkatan keterampilan dalam
penvelenggaraan penanggulangan bencana;

3] Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bag kelompok
rentan bencana;

4} Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. penanganan darurat, rehabilitasi dan
rekonstruks:.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala' ¥ merupakan
salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah
daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman
bencana yang pengaturannva diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi
tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah
daerah akan memfasilitasi program ini dengan menvediakan sumber dava dan
bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala' * harus
tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program pengembangan Desa
Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala® “ dibahas melalui forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan
kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana
“Ngapaku Narisi Ante Bala’ " diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kota. Pada tingkat pengembangan di desa, pengambangan Desa
Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa
yvang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di
atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan
Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan vang ditetapkan
oleh Bupati.



Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante
Bala' " juga sejalan dengan strategi-sirategi yvang menjadi prioritas dalam
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2020, antara lain:

NOW W N -

Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.
Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan,
Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana.
Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.
Peningkatan kapasitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.’

. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana.

Strategi

Strategi-strategi vang diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala' ® antara lain meliputi:

1)

2)

3

4

3)

6)

B)

9)

10)

Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka vang paling
rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan kevakinan, warga
sekolah /madrasah, termasuk pengarusutamaan gender ke dalam program
Penggunaan dan pemanfaatan sumber dayva mandiri setempat dengan
fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.

Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian,
lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha dan perguruan tinggi|
untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan, Ykhususnya
kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah.
Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber dava dan bantuan
teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah
desa sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan,
penyandang disabilitas dan warga sekolah / madrasah.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnva
kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah
akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan
masyarakat.

Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan, khususnya
kelompok rentan, penyvandang disabilitas dan warga sekolah /madrasah
untuk mengurangi risiko bencana.

Peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok rentan,
penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah untuk mengurangi
kerentanan dan beradaptasi dengan risiko bencana.

Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai  dari
identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian rnsiko, pencegahan,
mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko.

Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam
pembangunan demi keberlanjutan.

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan

program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga
PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.



C.

Prinsip

Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi
Ante Bala’ ” dikembangkan berdasarkan 16 prinsip, yaitu:

al

b

d)

€

Bencana adalah urusan bersama.

Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat
kesejahteraan dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu
bencana merupakan urusan semua Orang. Siapa pun turut bertanggung
jawal dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.

Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante
Bala' ® harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk
mengurangl risiko serta meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya
kelompok rentan, penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah
dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko
bencana juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan
kerentanan masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang
disabilitas serta warga sekolah/madrasah.

Pemenuhan Hak Masyarakat.

Masyarakat khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga
sekolah /madrasah memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik
hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak
berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila
terkena bencana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.

Masyarakat harus menjadi pelaku utama, khususnva kelompok rentan,
penyandang disabilitas dan warga sekolah /madrasah, meskipun dukungan
teknis dari pihak luar sangat dibutubkan. Keberhasilan pihak luar dalam
menfasilitasi masyarakat khususnya kelompok rventan, penyadang
disabilitas dan warga sekolah/ madrasah untuk mewujudkan Desa Tangguh
Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala' " adalah keberhasilan masyarakat,
dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan
program ini sendiri.

Dilakukan Secara Partisipatoris.

Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “Ngapaku
Narisi Ante Bala’ " mendorong pengakuan atas hak dan ruang bag setiap
warga masyarakat, khususnya kelompok rentan, penvandang disabilitas
dan warga sekolah/madrasah untuk menyampaikan suaranya, mengakses

atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategl program, termasuk
akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program serta
berhak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program.

Mobilisasi Sumber Daya Lokal.

Mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan
sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai rigiko



h
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bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat, khususnya
kelompok rentan, penvandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah
dan hak-haknya termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama.
Masvarakat khususnya kelompok rentan, penvandang disabilitas dan warga
sekolah /madrasah  dapat membangun  kerjasama  vang  saling
menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha,
maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-
sama mengurangi risiko bencana.

Inklusifl.

Program pengembangan Desa Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante
Bala' " menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, khususnyva kelompok
rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah dengan
mengakomodasi sumber-sumber dava dari berbagai kelompok di dalam
maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa
vang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.

Berlandaskan Eemanusiaan.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana *“Ngapaku Narisi Ante
Bala’ " merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan
tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan.
Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyvarakat,
khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga
sekolah/madrasah dengan mengembangkan sumber daya vang dimiliki
masvarakat sendiri.

Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki
secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantar kepada kesetaraan
gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati
status yang sama dan memiliki kondisi vang sama untuk menggunakan
hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan
kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Keberpihakan Pada Kelompok Rentan,

Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyvandang
disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori
berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori
berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin
dan warga yang secara sosial tidak diuntung dalam pembangunan adalah
kelompok vang termasuk paling rentan terhadap bahava,

Transparansi dan Akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan
keputusan dan pengelolaan sumber dava, Masyarakat, khususnya
kelompok rentan, penvandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah
berhak mengetahui proses terjadinyva pengambilan keputusan dalam proses
pelaksanaan kegiatan pengurangan risike bencana, serta mengetahui
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program.



1)

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dava tersebut haruslah dapat
dipertanggungjawabkan kepada rmasyarakat.

Kemitraan.

Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (equality],
keterbukaan (transparency], dan saling menguntungkan (mutual benefit).
Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, khususnya kelompok rentan,
penvandang disabilitas dan warga sekolah /madrasah maupun antara
masvarakat dengan pihak lain.

m) Multi Ancaman.

n)

Kegiatan pengurangan risike bencana harus mempertimbangkan potensi
risiko bencana dari seluruh ancaman vang dihadapi warga masyarakat
khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga
sekolah/madrasah. Oleh karena itu, pereéncanaan aksi dan perencanaan
pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan bencana
dari beberapa ancaman tersebut.

Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.

Prinsip otonomi adalah masyarakat khususnya kelompok rentan,
penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah memiliki hak dan
kewenangan mengatur dirl secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa
intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Perencanaan
pembangunan dari bawah ke atas (bottom-ip] harus ditransformasikan
menjadi perencanaan desa/kelurahan oleh masyarakat sendiri, sesuai
dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa/kelurahan. Dalam
kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup
ditangani oleh desa/kelurahan dan ada hal-hal yang memang harus
ditangani cleh tingkat pemerintahan di atasnya,

Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi
bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta
menjadi bagian dari kebijakan-kebjiakan sektoral. Begitu pula sebaliknya,
setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur
pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta
rencana-rencana mitigasi). Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu
dasar dalam  perencanaan pembangunan yvang  berkelanjutan,
Pembanagunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa

sekarang tanpa mengurang hak generasi mendatang dalam memenuhi
kebutuhan mereka.



BARE III
KEGIATAN DALAM MENGEMBANGEAN DESA/KELURAHAN TANGGUH
BENCANA “NGAPAKU NARISI ANTE BALA' “

A. Pengkajian Risiko Bencana Desa/Kelurahan

Dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana *“Ngapaku Narisi
Ante Bala' " para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan
pengkajian atas risiko-risiko bencana vang ada di desa/kelurahan sasaran.
Penglkajian risiko terdiri dari tiga komponen, vaitu penilaian atau pengkajian
ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Beberapa perangkat yang
dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti HVCA [Hazard,
Vulnerability and Capacity Assesment) atau disebut dengan Analisis Ancaman,
Kerentanan dan Kapasitas; PDRA (Parficipatory Disaster Risk Analysis) atau
Analisis Risiko Bencana Partisipatif.

Menilai Ancaman

Penilaian ancaman merupakan upava untuk menilai atau mengkaji bentuk-
bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman bencana vang terdapat
di desa/kelurahan. Kegiatan ini menghasilkan informasi tentang jenis-jenis
ancaman yvang ada. Lokasi spesifik ancaman-ancaman tersebut, intensitas,
frekuensi, durasi, probabilitas (kemungkinan terjadi) kejadian ancaman, dan
tanda-tanda khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.

Menilai Kerentanan

Penilaian kerentanan merupakan upava untuk menilai atau mengkaji kondisi-
kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah,
mengurang dampak, dan mempersiapkan diri untik menghadapi ancaman
bencana. Kegiatan ini menghasilkan informasi tentang kondisi-kondisi vang
kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan
lingkungan dari warga masvarakat serta sekolah/madrasah vang terpapar
ancaman di desa/kelurahan sasaran. Penilaian kerentanan diharapkan juga
dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai telkanan dan faktor-faktor
dinamis yang dialami oleh masvarakat dengan elemen-elemen berisiko vang
ada di masyarakat, vang bila bertemmu ancaman dapat menjadi bencana.

Menilai Kapasitas

hRapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan

sumber daya vang ada dalam masvarakat, sekolah/madrasah, kelompok, atau
organisasi vang dapat mengurangi tingkat risike atau dampak bencana.
Penilaian kapasitas mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada
pada setiap individu, rumah tangga, sekolah/madrasah dan masyvarakat untuk
mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera
pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan
komunitas di desa/kelurahan pada setiap sektor (sosial, ekonomi, keuangan,

fistk dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk
mengurangl kerentanan dan risiko bencana.



Menganalisis Rizsiko Bencana

Analigis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dar
pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan; serta menarik kesimpulan
tentang tingkat risiko bencana di desa/kelurahan sasaran. Hasil analisis ini
berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen
ancaman, Kerentanan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman
vang ada. Bila ancaman vang dihadapi banyak, penilai dapat memprioritaskan
beberapa ancaman tertentu berdasarkan probahilitas dan dampak yang tingg
saja. Analisis ini merupakan dasar untuk mengembangkan program
desa/kelurahan tangguh bencana. Komponen penyusun berdasarkan hasil
kajian dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman,
penguatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam rangka
mengembangkan desa/kelurahan vang tangguh.

B. Perencanaan PB dan Perencanaan Kontijensi Desa/Kelurahan

Perencanaan PB merupakan tahapan penyelenggaraan penanggulangan
bencana vang terdiri dari pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana

vang disusun secara spesifik.

Rencana Penanggulangan Bencana Desa/RKelurahan [RPB Des/Kel) merupakan
rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku
kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup
desa/kelurahan. Rencana Penanggulangan Bencana Desa berlaku dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama masvarakat,
lkkarena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak vang
paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnyva. Agar pelaksanaan
RPB dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung
hukum pelindung berupa Peraturan Desa atau perangkat lain vang setingkat
di kelurahan. Peraturan ini merupakan bentuk kesepakatan politik di tingkat
desa/kelurahan, yang direpresentasikan oleh para penyusun, vakni Badan
Permusyawaratan Desa (BPD]) dan Pemerintah Desa atau institusi serupa di
kelurahan. Salah satu nilai strategis vang dapat dicapai dengan RPB dalam
bentuk Perdes adalah integrasi isu kebencanaan ke dalam RPJM Desa.

Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan

Rencana Kontinjensi adalah rencana vang disusun untuk menghadapi suatu
situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak
terjadi. Rencana Kontinjensi (Renkon) merupakan suatu proses identifikasi dan
penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau vang
belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah
chaktifkan, jika keadaan vang diperkirakan tidak terjadi,

Rencana Kontijensi Bencana memuat rencana tindakan segera jika terjadi
krisis/bencana yang diperkirakan akan terjadi. Rencana kontinjensi berupaya
mengidentifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta dampaknya bagi
masyarakat dan membangun kesepakatan bersama untuk membagi tanggung
jawab dalam menghadapinya, serta keputusan tentang mobilisasi sumber dava
vang akan dilakukan. Rencana ini mengidentifikasikan tindakan-tindakan



vang harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam
penanganan krisis/bencana berikut sumber daya yang akan digunakan.

Rencana kontijensi Bencana desa/kelurahan ini hanya digunakan untuk satu
jenis bencana saja, dan disahkan dengan Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Lurah, yang didasarkan kepada sistem legalisasi yang berlaku di
pemerintahan desa/kelurahan setempat. Renkon dilakukan segera setelah ada
tanda-tanda awal (kemungkinan) akan terjadi bencana.

Pada saat terjadi bencana Rencana kontijensi akan diaktivasi menjadi Rencana
Operasi Tanggap Darurat Bencana (Renops).

C. Pembentukan Forum PRB Desa/HKelurahan

Desa dan Kelurahan perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.
Forum ini dapat dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang
telah ada di desa dan kelurahan. Forum ini tidak menjadi bagian dari struktur
resmi pemerintah desa/kelurahan, tetapi pemernntah dapat terlibat
didalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya.

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a) menghadirkan dan menyuarakan kepentingan  kelompok rentan,
penvandang disablitas dan warga sekolah/madrasah dan mereka vang
terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

bl ada keterwakilan semua unsur masyarakat, termasuk kelompok rentan,
penyandang disabilitas dan warga sekolah /madrasah dan keitkutsertaannya
dalam kepengurusan.

c) menjamin agar forum memiliki kelompok kerja vang kompak, efektif, dapat
dipercaya dan kreatif. Forum PRBE Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan
vang cukup dan status hukum sesuai dengan kebijakan desa, sehingga
dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan vang baik dengan
pemerintahan desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya.

d) Forum perlu menyusun rencana kerja vang realistis dan dapat dikerjakan,
lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber
PENEANZEATANNYA,

Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana

Selain  Forum PRB Desa/Kelurahan, dapat pula dibentuk Kelompok
Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB| di desa/kelurahan sasaran.
KMPB akan menjadi kelompok masyarakat yvang terlibat aktif dalam kegiatan-
kegiatan sebelum bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
Pada saat normal KMPEB dapat menjadi pendorong upaya-upava pengurangarn
risiko bencana. Anggota KMPB dapat saja berasal dari anggota Forum PRB
Desa/Kelurahan, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka vang siap sedia
menjadi relawan bencana.,

D. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB

Kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa/kelurahan dalam isu
pengurangan risiko bencana dan pengorganisasiannya perlu ditingkatkan, agar
pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dapat terlaksana dengan
baik, Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian diberikan melalui



kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan/atau perguruan tinggi
melalui pelatihan atau lokalatih dengan topik-topik seperti pengorganisasian
masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat, dan topik-
topik terkait lainnya.

Peningkatan kapasitas dalam isu PRB meliputi pelatihan-pelatihan tentang
Manajemen Dasar Penanggulangan Bencana, Pemetaan Ancaman, Pengkajian
Risiko Bencana secara Partisipatif, dengan menggunakan metode-metode PRA
(Participatory Bural Appraisal), manajemen logistik dan peralatan, Pengkajian
Cepat frapid assesment), Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna),
Pelatihan Manajemen Data dan Informasi PE serta pelatthan lainnya yang
dibutuhkan  berkaitan dengan penanggulangan bencana.  Feningkatan
kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-
perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau
dalam konteks program.

E. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legislasi

Selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB
Des/Kel] program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
“Ngapaku Narisi Ante Bala’' " diharapkan juga mendorong pemaduan PRBE ke
dalam Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan.

Selain menyusun RPB Desa/Kelurahan, Forum PRE Desa/Kelurahan
diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam RPE ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan RKPDesa,
sehingga RPJMDesa juga mengandung pendekatan pengurangan risiko
bencana. Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDesa, vang
akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program FPRBE akan
mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. Untuk kelurahan hal serupa
juga dapat diterapkan, vakni memadukan program-program PRB ke dalam
perencanaan di kecamatan.

F. Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan

Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan
perlu diimplementasikan  oleh  seluruh warga., Untuk  itu dibutuhkan
pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai.

G. Pemantauan, Ewvaluasi dan Pelaporan Program di tingkat
DesafKelurahan

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana “Ngapaku Narisi Ante Bala' ™ perlu dilengkapi dengan
sistern pemantauan, evaluasi dan pelaporan yvang baik. Kegiatan-kegiatan ini
perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di berbagai tingkatan, mulai
dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat. Perangkat
pemantauan dan evaluasi dibuat sesual dengan kemampuan pemerintah
daerah, sumber daya vang ada dan kapasitas warga, serta dapat memberikan
bukti-bukti vang diperlukan untuk membern penilaian.



Secara umum Kkegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah
kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, juga
frekuensinya dapat lebih banvak daripada evaluasi. Pemantauan dapat berupa
asistensi pelaksanaan program yang membantu mengarahkan pelaksanaan
program sesual perencanaan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai
keseluruhan pencapaian sasaran/hasil-hasil program sesuai dengan indikator
atau target vang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam
masa implementasi program, setidaknyva setiap tahun sekali. Pada akhir
program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran
{lessons learned) dari pelaksanaan program.

BAB IV
INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
“NGAPAKU NARISI ANTE BALA'®

Secara garis besar program pengembangan Desa Tangguh Bencana “Ngapaku
Narisi Ante Bala® " dinilai berdasarkan capaian 20 indikator vang
dikembangkan dari 6 komponen Sistem Penanggulangan Bencana.
Keseluruhan indikator tersebut ada dalam tabel dibawah ini.

KATEGORI NO INDIKATOR B
1 |Kebijakan/Peraturan di Desa/Kelurahan
LEGISLASI tentang  Penanggulangan Bencana !
Pengurangan Risiko Bencana
2 | Rencana F‘enanggulangan Benl:a.na
PERENCANAAN Rencana Aksi Komunitas, dan/atau
Rencana Kontijensi
3| Forum PRB =
KELEMBAGAAN 4 | Kelompok Masvarakat Peduli Bencana
5 | Kerjasama antar pelaku dan wilayah
_ 6 | Dana tanggap darurat
FARPNSRAN 7 | Dana untuk PRB
8 | Pelatihan untuk pemerintah desa
9 | Pelatihan untuk Kelompok Masyarakat Peduli
PENGEMBANGAN Bencana
KAPASITAS 10 | Pelatihan untuk warg,a desa/kelurahan
11 | Pelibatan /partisipasi warga ::Ieagjkc]umhan
= 12 | Pelibatan perempuan dalam tim relawan
13 | Peta dan kajian risiko
14 |Peta dan jalur evakuasi serta tempat
pengungsian
15 | Sistem p'en_gatﬂ.n dini
16 Felaksanaan mitigasi struktural H"mkll
PENYELENGGARAAN 17 | Pola ketahanan ekonomi untuk menguran 51
PENANGGULANGAN __ | kerentanan masyarakat 000000 |
BENCANA 18 Fﬂl’lll'td.l.li.'lgﬂ.l‘l kelsehatan k&pﬂd_ﬂ kelompok
rentan {ibu hamil dan menyusui, orang tua,
anak-anak, penvadang disabilitas, dilj |
19 | Pengelolaan sumber daya alam {SDM untuk |
FRB
20 |Perlindungan  aset  produktif  utama |
— masyarakat i




ASPEK DAN INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
“NGAPAKU NARISI ANTE BALA'

ASBPEK INDIKEATOR YA TIDAK

1. Apakah telah ada telah ada upaya-upava awal
untitk menvusun kebijakan PRB di tingkat desa
atau kelurahan?

(Bila “Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 4, bila
Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

| 2. Apakash kebijakan PRB di tingkat desa atau

kelurahan telah tersusun secara konsultatifl dan
Legislasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan?
Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 4, bila
Ya' lanjutkan ke perianyaan selanjuinya)

3. Apakah kebijakan PRB di tingkat
desa/kelurahan telah dilegalkan dalam bentuk
Perdes atau perangkat hukum serupa di
kelurahan?

! {Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnyaj

Perencanaan Bencana, Rencana Aksi PRB atau Rencana

|4. Apakah telah ada upava-upaya awal untuk
menyusLmn dokumen pPErencansan
| penanggulangan bencana  seperti Rencana
Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi PRB
atau Rencana Kontinjensi? |

(Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 7, hila
¥a'lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

5. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan
bencana seperti  Hencana Penanggulangan
Kontinjensi telah tersusun?

(Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyvaan no. 7, bila
Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnyaj

6. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan
bencana seperti Hencana  Penanggulangan

Bencana dan Rencana Aksi PRB vang tersusun

telah dipadukan ke dalam Rencana
Pembangunan Desa atau Kelurahan?

(Lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

Helembagaan terbentuk dan mulai berfungsi walau belum

7. Apakah telah ada upaya-upayva awal untuk
membentuk forum PRB?

(Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 10, bila |
Ya'lanjutkan ke pertanyaan sclanjutnyal

8. Apakah forum PRB vang beranggotakan wakil- |
wikil dari masyarakat dan pemerintah, (ermasuk
kelompok perempuan dan kelompok rentan telah

terlalu aktif?

(Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyvaan no. 10, bila
_¥a'lanjutkan ke pertanyaan sclanjutnya)

9. Apakah forum PRB vang terbentuk telah
berfungsi  aktif dengan prugmmmmgram‘

pengurangan risiko  yang lerencana  dan




[Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Kelembagaan

10,

Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk
membentuk tim relawan/ siaga PB
Desa/Kelurahan yang lerutama akan terlibat
dalam tanggap darurat bencana, PRB dan
pendidikan kebencanaan?

(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 13,
bila ¥a' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnyaj

11.

Apakah tim relawan/siaga PB Desa/Kelurahan
telah terbentuk dan memiliki kelengkapan
personil dan peralatan vang memadai untuk
melaksanakan tugasnva?

[Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyvaan no. 13,
bila ¥a' lanjutkan ke pertanyvaan selanjutnyaj

. Apakah tim relawan/siaga PB DesafKelurahan |

telah secara rutin @ melakukan |kegiatan
pclatihan, praktik simulasi, dan geladi respons
tanggap darurat bagi para anggotanyva dan
masyvarakat, melalui kegiatan-kegiatan vang
terencana dan terprogram dengan baik?

{Lanjutkan ke pertanvaan selanjutnva)

Helembagaan

13.

Dalam Dalam upaya pengurangan risiko
bencana, apakah sudah ada pembicaraan untuk
menjalin Kerjasama  dengan desa/keluraban
Iain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta,
organisasi sosial dii?

[Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanvaan no. 16, |

bila ¥a' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnys)

| 14.

Apakah sudah ada perjanjian kerjasama vang
disepakati bersama dengan desa/kelurahan
lain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta,
organisasi sosial, dii?

|Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 16,
hila Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

13.

Apakah Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan
pengurangan risiko bencana yang dilakukan
dengan CATH bekerjasama dengan
desa/kelurahan  lain, kecamatan, kabupaten,
pihak swasta, organisasi sosial dii?

[Lanjutkan ke pertanvaan selanjuinya)

| 16.

17.

Apakah sudah ada upava-upaya l.lnll.l]{-

mengumpitlkan dan mengalokasikan dana
khusus vang akan digunakan untuk upava
tanggap darurat?

(Bila *Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 19, hila

Apakah sudah ada dana khusus vang
dikumpulkan baik dar masyarakat, kelompok-
kclompok i desa, atau pemerintah
desa/kelurahan vang  dialokasikan untuk
tanggap darurat ketika terjadi bencana?

{Bila ‘Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 19,

bila Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) |




I8. Apakah sudah ada pengelola dan mckﬂniﬂmcl

pengeunaan dana  khusus  tersebut  untuk
ianggap darurat?

[Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

19.

Apakah ada upaya-upaya untuk
mengalokasikan  anggaran  desa/kelurahan
untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko
bencana, seperti pembangunan tanggul sungai,
pemecsh  gelombang,  penanaman  pohon,
pelatihan kebencanaan, penataan pemukiman,
dlr?

(Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no, 22,
bila “Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

. Apakah sudah ada alokasi anggaran

desa/kelurahan  vang  ditetapkan  untuk
kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana?
(Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 22,
bila ¥a' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

| 2L,

Apakah Apakah sudah ada pengelola dan
mekanisme penggunaan anggaran tersebut
untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko
bencana?

[Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Pengembangan

22,

bila ¥a’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

23.

Apakah ada upaya-upaya bagi pemerintah
desa/kelurahan untuk
melaksanakan ) mengikuti pelatihan
kebencanaan bagi aparainya, dan menvediakan
perlengkapan dan peralatan, sarsna dan pra-
SATANA, Ingistik, fdan personil uniuk
penangeulangan bencana?

{Bila Tidak' lanjutkan ke pertanvaan no, 25,

Apakah Apakah pemerintah desa/kelurahan
sudah memiliki personil terlatih, perlengkapan
dan peralatan, sarana dan pra-sarana, dan
Ingistik untuk melaksanakan upaya
pengurangan risiko bencana, operasi tanggap
darurat, dan pemulihan paska bencana®™

(Bila ‘Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 23,
bila Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

. Apakah pemerintah desa/kelurahan sudah

memiliki mekanisme pemeliharaan, pemakaian,
dan pengembangan personil terlatih,
perlengkapan dan peralatan, sarana dan pra-
sarana, dan logistik untuk melaksanakan upava
pengurangan risiko bencana, operasi tanggap
darural, dan pemulihan pasks bencana?

(Lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

25.

Apakah ada upaya-upava awal untuk
memberikan  pengetahuan dan  kemampuan,
kepada 1im relawan/ siaga bencana
desa/kelurahan, tentang analisis  risiko,
manajemen bencana, keslapsingaan, operasi

tanggap darurat, dlI?




Pengembangan
Kapasitas

[Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. EE.‘ ‘

bila ¥a' lanjutkan ke pertanyvaan selanjutnya)

- Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan }'a.ng;

diberikan kepada tim relawan/siaga bencana |
desa  tentang analisis  risiko, manajemen
bencana, Lkesiapsiagaan, operasi  tanggap |
darural, dan pengurangan risiko bencana?

(Bila Tiklak' lanjutkan ke pertanvaan no. 28,
bila Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnva)

Pengembangan

27.

Apakah ada praktik-praktik evakoasi dan |
operasi tanggap darurat bencana  yang |
dilakukan oleh tim relawan/siaga bencana

desa?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjuinyaj

28,

bila ¥a' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
29.

30.

31.

Apakah  ada  upaya-upaye  memberikan
pengetahuan dan kemampuan dalam bentuk
penyuluhan dan penvebaran informasi, kepada
warga desa tentang risiko bencana, tanda-tanda
ancaman bencana, upaya penvelamatan dir,
evakuasi, dan upava pengurangan risiko
bencana?

(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanvaan no. 31,

Apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan
kepada masyarakat tentang risiko bencana,
penyelamatan darurat dan upava pengurangan
risiko bencana?

(Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 31,
bila Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Apakah sudah ada praktik simulasi rutin untuk .
evakuasi dan penyelamatan darurat yang .
dilakukan oleh masyarakat bersama dengan tim

relawan dan siaga bencana desa?

(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Apakah ada upava-upaya untuk melibatkan
WATgA desa/kelurahan {selain aparat
desafkelurahan) dalam  tim  relawan/ siaga |
bencana  serta  kelompok-kelompok  untuk |
tanggap bencana? l

(Bila “Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 34,
bila Ya'lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

3,

Apakah ada lebih dari 30 warga vang menjadi
anggota tim relawan, siaga bencana
desafkelurahan, dan  terlibar  aktif  dalam
kegiatan-kegiatan  simulasi  peringatan  dini,
evakuasi, dan operasi tanggap darurat?

(Bila ‘Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 34,
hila "Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

F3.

Apakah ada kelompok-kelompok masvarakat,
baik di tingkat RT atau RW atau kelompok
lainnya, seperti Karang Taruna dll, vang
menyatakan diri sebagai relawan siaga bencana
dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan
simulasi peringatan dini, cvakuasi, dan operasi |




tangeap darurat?
{Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

35

34.

Apakah ada upaya-upava untuk melibatkan
perempuan dalam tim relawan/siaga bencana
serta  kelompok-kelompok  untuk  tanggap
bencana?

(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanvaan no, 37,

bila Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

. Apakah ada lebih dari 15 perempuan vang
menjadi anggota tim relawan/siaga bencana
desa/kelurahan, dan terlibat aktf dalam
kegiatan-kegiatan simulasi  peringatan  dini,
evakuasi, dan operasi tanggap dararat?

{(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 37,
hila “¥a' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

36

. Apakah ada kelompok-kelompok perempuan di
desa/kelurahan seperti kelompok PKK, dasa
wisma, kader posvandu dll, vang menvatakan
diri sebagai relawan siaga bencana dan
melibatkan  diri  dalam  kegiatan-kegiatan
simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi
langgap darurat?

(Lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya

Penyelenggaraan

a7

. Apakah ada upava-upava untuk melakukan
pemetaan dan analisis ancaman, kerentanan,
dan kapasitas desa/kelurahan untuk melihat
risiko di desa/kelurahan tersebut?

(Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyvaan no, 40,
hila *Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

38

bila Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnys)
39,

. Apakah ada dokumen hasil analisis risiko di
desa/kelurahan yang dibangun berdasarkan
keterlibatan seluruh  masvarakat, termasuk
kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak,
penyandang cacat, ibu hamil, dli?

(Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 40,

Apakah ada kegiatan-kegiatan di
desaf kelurahan yang dilaksanakan
berdasarkan hasil analisis risiko tersebut, vang

kemudian  berdampak pada berkurangnya |

risiko?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Penyelenggaraan

40

41. Apakah peta dan jalur evakuasi sudah dibuat,

. Apakah sudah ada rencana untuk membuat

peta dan  jalur evakuasi, dan menvediakan
tempat  evakuasi  khusus untuk tempat
pengungsian ketika terjadi bencana?

(Bila ‘Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 43,
bila “Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

dan tempat evakuasi untuk tempat pengungsian
sudah ditentukan dan dilengkapi dengan
perlengkapan dasar seperti P3K. obat-obatan,
penerangan darurat dil?

{Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 43,




43,

Penyclenggaraan

(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
. Apakah ada upaya-upaya untuk membangun

bila Ya' lanjutkan ke pertanyaan sclanjutnya)

Apakah sudah sering dilakukan praktik
simulasi evakuasi dan penyelamatan din
bersama warga desa/ kelurahan?

sistem peringatan dini vang bertmasis
masvarakat untuk memberikan wakiu
penvelamatan diri dan aset bagi masyarakat?

|Bila Tidak’' lanjutkan ke pertanyaan no. 46,
bila ¥a' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

44,

Apakah sistem peringatan dini sudah dilengkapi
dengan data/informasi, peralatan dan personil
vang memadai untuk menjalankan fungsinva,
serta mekanisme penyampaian informasi yang
cepat, akurat dan jelas kepada seluruh warga?

(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanvaan no. 46,
bila Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

45

Apakah sudah sering dilakukan praktik
simulasi pelaksanaan sistem  peringatan  dini
bersama warga desa/kelurahan?

[Lanjutkan ke pertanyvasn selanjutnya)

Penyvelenggaraan

Bencana

. Apakah sudah ada rencana untuk melakukan

pembangunan fisik (mitigasi) untuk mengurangi
risiko bencana di desa/kelurahan, seperti
memperkuat tanggul sungai, pemecah
gelombang, bangunan tahan gempa, dil?

(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 49,
bila Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

47,

Apakah sudah ada kegiatan pembangunan fisik
(mitigasi] yang dilaksanakan untuk mengurangi |
risiko encana di desa/kelurahan, seperti
memperkuat  tanggul  sungai, pemecah |
gelombang, bangunan tahan gempa dii? '

(Bila Tidak’ lanjutkan ke pertanyvaan no. 49,
bila “Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

35,

Apakah ada mekanisme pengelolaan  dan
pemeliharaan pembangunan  fisik  tersebut
untuk menjamin kelestariannya seria upava
untuk menyebar-luaskannya?

[Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Penyelenggaraan

49,

Apakah ada rencana pengembangan ckonomi
uniuk mengurangi kerentanan masyarakat,
baik berupa meningkatkan produksi,
memperluas akses pasar, maupun membuat
sumber ekonomi lain yang lebih aman dari
ancaman bencana?

(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 52,
bila “Ya' lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

50.

Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan
pengembangan  ekonomi  vang  dilaksanaken
untuk mengurangi  kerentanan masyarakat, |
batk  berupa  meningkatkan  produkei, |

memperluas akses pasar, maupun membuat |




. Apakah ada mekanisme untuk menjamin

sumber eckonomi lain vang lebih aman dar |
ancaman bencana?

(Bila Tidak® lanjutkan ke pertanyaan no. 52,
bila Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnyal

keberlanjutan pengembangan ekonomi tersebul
dan upava untuk memperluas pelako ekonomi
sampai pada seluruh warga desa/ kelurahan?

[Lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

Penyelenggaraan

o

Apakah ada rencana untuk memberikan
perlindungan  kesehatan  kepada kelompok-
kelompok rentan seperti orang tua, penyandang
cacat, anak kecil, ibu hamil dll, terhadap akibat
dari bencana?

[Bila Tidak' lanjutkan ke pertanvaan no. 55,
bila "¥a' lanjutkan ke pertanyaan selanjutinya)

Apakah stdah ada skema program
perlindungan kesehatan dan santunan sosial
kepada kelompokkelompok rentan seperti orang
tua, penvandang cacat, anak kecil, ibu hamil
dll, terhadap akibat dari bencana?

(Bila “Tidak’ lanjutkan ke pertanvean no. 55,
bila ¥a' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Penyelenggaraan

Bencana

. Apakah sudah ada pengelola, mekanisme dan

55. Apakah ada rencana untuk pengelolaan sumber

prosedur pelaksanaan program  perlindungan
kesehatan dan  santunan  sosial  kepada
kelompok-kelompok rentan seperti orang tua,
penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil dll,
terhadap akibat dari bencana?

[Lanjutkan ke pertanvaan selanjutnya)

dava alam. seperti hutan, sungai, pantai dil,
untuk upaya pengurangan risiko bencana?

(Bila Tidak' lanjutkan ke pertanyvasn no. 58,
bila Ya'lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan

pengelolaan sumber dayva alam, sepert
pengelolaan  hutan, sungai, pantai dll, yang
dilaksanakan untuk upaya pengurangan risiko
bencana?

[Bila Tidak' lanjutkan ke pertanvaan no. 58,

a7,

Apakah sudah ada mekanisme untuk menjamin
keberlanjutan pengelolaan sumber dava alam
untuk pengurangan risiko  bencana  dalam
kurun wakiu yang panjang?

(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

a8,

99. Apakah ada kegiatan vang jelas untuk |

Apakah ada upaya-upava untuk melakukan
perlindungan  asect-aset  produktif  utama
masyarakat dari dampak bencana?

(Bila “Tidak" pertanyaan selesai, bila Ya'
lanjutkan ke pertanyaan selanjutnys)




LY

melakukan  perlindungan ash
masvarakat seperti asuransi komu
bersama, dii?

(Bila ‘Tidak’ pertanyvaan selesai,
lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

60. Apakah ada pengelola dan mekani3ie 3
jelas unituk menjalankan dan )
perlindungan aset produktif masy

[Pertanvaan selesai)
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